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ABSTRAK
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DALAM PENGURUSAN STNK PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)
 KOTA DUMAI
NAMA    :      DEWI AZRIMA
NIM 	    :      2110090811149
Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan menjadi tantangan bagi instansi pemerintah, termasuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai, dalam memberikan layanan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berkualitas. Pengurusan STNK merupakan layanan penting yang melibatkan berbagai pihak seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja, sehingga memerlukan koordinasi dan kinerja optimal. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan, antara lain gangguan sistem jaringan komputer yang menghambat proses pelayanan serta ketidaksesuaian waktu penyelesaian pelayanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut menjadi dasar rumusan masalah: “Bagaimana Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan STNK Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai?”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan konsep teori Zeithaml et al. (1990) dengan lima dimensi kualitas pelayanan SERVQUAL yaitu Responsiveness, Reliability, Assurance, Empathy, dan Tangibles. Populasi penelitian berjumlah 64 orang yang terdiri dari pegawai, petugas kepolisian, pihak Jasa Raharja, dan masyarakat pengguna layanan, dengan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling untuk pegawai dan accidental sampling untuk masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan Rating Scale. 
Hasil penelitian ini dari 5 (lima) indikator dikategorikan CUKUP BAIK, berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden dengan total skor 2.218 atau persentase 51,88%. Faktor pendukung kualitas pelayanan pengurusan STNK pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai antara lain kemampuan pegawai dalam menjalankan prosedur pelayanan secara akurat dan konsisten, serta respon cepat dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk penjelasan secara tertulis bagi yang kurang memahami penjelasan lisan. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterlambatan penyelesaian pengurusan STNK serta masih adanya persepsi pelayanan diskriminatif dari sebagian masyarakat.
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BAB I
  PENDAHULUAN
[bookmark: _Hlk190177708]A. Latar Belakang Masalah 
[bookmark: _Hlk190178107]Pelayanan publik merupakan serangkaian tindakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang, jasa, dan layanan administrasi, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum maupun untuk menjalankan peraturan yang berlaku. Pelayanan publik selalu menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah harus memiliki kepekaan dan memahami kemampuan dalam tugas dan fungsi misalnya dalam pelayanan kepada masyarakat yang ditujukan dengan rasa aman ketika berhubungan dengan pemerintah. Kemampuan dalam menyusun standar layanan dan melakukan komunikasi dengan masyarakat. 
Pengurusan STNK merupakan salah satu layanan utama di SAMSAT yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Daerah, dan Jasa Raharja fungsi ini sejalan dengan amanat undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang ketertiban dan keamanan lalu lintas serta pentingnya kepemilikan dokumen resmi bagi setiap kendaraan bermotor. Pasal 68 UU No. 22 tahun 2009 mengatur bahwa setia kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan STNK sebagai bukti registrasi dan identifikasi yang sah. Oleh karena itu, layanan pengurusan STNK   yang efisien dan berkualiatas menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hukum ini. 
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu sistem pelayanan terpadu yang mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen terkait kendaraan bermotor, termasuk pembuatan, perpanjangan, dan penggantian STNK. Namun khususnya pada hal ini penulis berfokus pada pelayanan STNK kendaraan beroda 2. SAMSAT menjadi salah satu institusi layanan publik yang penting, khususnya di Kota Dumai, karena tingginya kebutuhan masyarakat akan kemudahan dalam pengurusan administrasi kendaraan bermotor.
Drive Thru SAMSAT Kota Dumai merupakan inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tanpa harus turun dari kendaraan, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Layanan ini khusus untuk pembayaran pajak tahunan dan pengesahan STNK tahunan, sementara perpanjangan lima tahunan atau ganti plat tetap harus melalui loket utama karena memerlukan cek fisik kendaraan. Pemohon cukup datang ke jalur drive thru dengan membawa STNK asli, KTP asli sesuai STNK, dan uang pembayaran, kemudian dokumen diperiksa, pembayaran dilakukan, bukti bayar dicetak, STNK disahkan, dan pemohon dapat langsung melanjutkan perjalanan. Dengan waktu pelayanan sekitar 5–10 menit, layanan ini sangat membantu masyarakat yang ingin menghemat waktu, terutama bagi yang membawa anak kecil, orang sakit, atau orang tua, asalkan kendaraan tidak bermasalah dan membawa dokumen lengkap.
Pada SAMSAT Kota Dumai, pelayanan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dilaksanakan oleh dua (2) orang petugas yang memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses administrasi kendaraan bermotor. Kedua petugas tersebut bertugas secara bergantian maupun bersamaan sesuai kebutuhan, dengan tanggung jawab mulai dari verifikasi dokumen, pencetakan TNKB, hingga penyerahan kepada pemilik kendaraan. Kehadiran dua petugas ini bertujuan untuk mempercepat waktu pelayanan serta meminimalisir antrean panjang, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien. Selain itu, pembagian tugas yang jelas antara kedua petugas juga mendukung akurasi data dan mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan maupun penyerahan TNKB.
Selain itu, dokumentasi pelayanan juga memiliki peranan penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas proses pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai. Dokumentasi ini meliputi pencatatan setiap transaksi, pengarsipan dokumen administrasi, hingga penyimpanan data pemohon secara sistematis, baik secara manual maupun digital. Dengan dokumentasi yang tertata dengan baik, proses pelayanan pembuatan dan penggantian STNK kendaraan bermotor roda dua dapat berjalan lebih tertib, terkontrol, dan mudah ditelusuri apabila terjadi kendala atau kebutuhan verifikasi di kemudian hari, Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar I.1
Dokumentasi Pelayanan Pada SAMSAT Kota Dumai
[image: ]
	Sumber Data: hasil Observasi SAMSAT Kota Dumai, Tahun 2025
Sistem prosedur atau mekanisme dalam pengurusan STNK Pada SAMSAT Kota Dumai telah diatur secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang meliputi pengambilan formulir, pengisian data, verifikasi dokumen, pembayaran pajak kendaraan bermotor, hingga penerbitan STNK, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat. Setiap tahapan tersebut diawasi oleh petugas yang berwenang guna memastikan kelancaran proses dan meminimalisir potensi penyimpangan, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pengurusan administrasi kendaraannya. Untuk mengetahui sistem Prosedur atau Mekanisme pada SAMSAT Dumai, dapat dilihat pada bagan I.1 sebagai berikut:

Bagan I.1 
Alur Pengurusan STNK Pada SAMSAT Kota Dumai 
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Sumber Data: SAMSAT Kota Dumai, Tahun 2025 
 
Bagan I.1 di atas menjelaskan alur pelayanan pengurusan STNK kendaraan bermotor pada SAMSAT Dumai untuk perpanjangan STNK 5 tahun, STNK baru, dan Duplikat yang melibatkan cek fisik kendaraan serta penerbitan STNK dan Plat nomor baru.  Alur pengurusan perpanjangan STNK 5 tahun memiliki kesamaan  dengan pengurusan STNK baru. Perbedaan utama hanya terletak pada dokumen persyaratan, dimana pengurusan STNK baru memerlukan faktur pembelian kendaraan dan BPKB, sedangkan perpanjangan STNK 5 tahun hanya memerlukan STNK lama sebagai dasar perpanjangan.
Bergesernya kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan masyarakat seperti halnya dalam pelayanan SAMSAT. Para penjabat dan aparat pelaksana dituntut agar mempunyai kemampuan dan keterampilan yang berkualitas dan cepat dalam melayani masyarakat, sehingga akan tercapai pelayanan yang prima. Sedangkan yang mendasari tujuan pemberian otonomi daerah. Dalam rangka mendukung pelayanan prima tersebut, SAMSAT Dumai memiliki Standar Pelayanan, persyaratan dan jangka waktu dalam pengurusan STNK yang dapat dilihat dibawah ini:
1. Perpanjangan STNK/TNKB 5 tahunan 
Dalam proses Perpanjangan STNK/TNKB 5 tahunan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan yang dapat dilihat dibawah ini :
1. Identitas:
a. Perorangan:
1) E-KTP/suket + KK asli; jika diwakilkan, surat kuasa bermaterai.
b. Badan Hukum:
1) NIB, NPWP, surat kuasa bermaterai dengan kop & stempel, KTP yang dikuasakan.
c. Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD: 
1) surat kuasa bermaterai dengan kop & stempel, KTP yang dikuasakan.
2. Dokumen lain yang harus disertakan:
a. STNK asli
b. SKPD asli
c. BPKB asli + fotokopi, atau surat keterangan jika dijaminkan ke bank
d. Bukti cek fisik kendaraan
e. Surat keterangan buka blokir (jika STNK terblokir)

2. Penggantian STNK Hilang/Rusak (Duplikat) 
Pengurusan Penggantian STNK Hilang/Rusak (Duplikat), terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan yang dapat dilhat dibawah ini: 
1. Identitas:
a. Perorangan:
1) E-KTP/suket & kartu keluarga asli.
2) Surat kuasa bermaterai jika diwakilkan.
b. Badan Hukum
1) NIB & NPWP.
2) Surat kuasa bermaterai dengan kop surat, ditandatangani pimpinan & stempel badan hukum.
3) Fotokopi KTP asli yang dikuasakan.
c. Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD:
1) Surat kuasa bermaterai dengan kop surat, ditandatangani pimpinan & stempel instansi. 
2) Fotokopi KTP penerima kuasa.
2. Dokumen lain yang harus disertakan:
a. BPKB asli & fotokopi.
b. Surat keterangan pembayaran pajak terakhir.
c. Surat pernyataan kehilangan STNK bermaterai.
d. Surat keterangan hilang dari Regident penerbit STNK.
e. Bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor.
3. Bea balik nama kendaraan bermotor baru  (pendaftaran kendaraan baru dan STNK  baru) 
Pengurusan Bea balik nama kendaraan bermotor baru  (pendaftaran kendaraan baru dan STNK  baru), terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan yang dapat dilhat dibawah ini: 
1. Identitas:
a. Perorangan:
1) E-KTP/suket & kartu keluarga asli.
2) Surat kuasa bermaterai jika diwakilkan.
b. Badan Hukum:
1) NIB & NPWP.
2) Surat kuasa bermaterai dengan kop surat, ditandatangani pimpinan & stempel badan hukum.
3) Fotokopi KTP asli yang dikuasakan.
c. Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD:
1) Surat kuasa bermaterai dengan kop surat instansi, ditandatangani pimpinan & stempel instansi.
2) Fotokopi KTP penerima kuasa.
2. Dokumen lain:
a. Faktur pembelian.
b. Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan SUT.
c. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
Berdasarkan data dari SAMSAT Dumai, dalam tiga tahun terakhir, jumlah pengurusan STNK kendaraan bermotor roda dua  dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel I.1
Jumlah Pelayanan Pengurusan STNK
Pada SAMSAT Kota Dumai Tahun 2022-2024
	No 
	Tahun  
	Jumlah 

	1
	2022 
	9.408 

	2 
	2023 
	11.912 

	3 
	2024 
	10.155 


Sumber Data: SAMSAT Kota Dumai, Tahun  2025 
 
Tabel I.1 menunjukkan jumlah pelayanan pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, total pelayanan yang tercatat adalah sebanyak 9.408. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2023 dengan total 11.912 pelayanan, dan kembali mengalami penurunan di tahun 2024 dengan jumlah 10.155 pelayanan. Data ini menggambarkan peningkatan dan penurunan dalam pengurusan STNK di SAMSAT Kota Dumai selama periode tersebut. 
Untuk mendukung kelancaran pelayanan tersebut, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai di Kantor SAMSAT Kota Dumai menjadi faktor yang sangat penting. Sarana seperti ruang tunggu yang nyaman, loket pelayanan yang tertata, serta fasilitas penunjang lainnya perlu disediakan guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Sementara itu, prasarana meliputi ketersediaan jaringan sistem informasi, perangkat teknologi, dan infrastruktur fisik yang mendukung proses administrasi secara efektif dan efisien, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel I.2
Sarana dan Prasarana Pada SAMSAT Kota Dumai
	No
	Sarana dan prasarana  SAMSAT
	Jumlah 
	Kondisi 

	
	
	
	Baik
	Rusak

	1
	Komputer
	34
	28
	6

	2
	Meja Tik
	6
	6
	−

	3
	Lemari Arsip
	25
	20
	5

	4
	Kursi
	55
	53
	2

	5
	Meja
	50
	50
	−

	6
	Papan struktur
	1
	1
	−

	7
	Ac
	10
	10
	−

	8
	Printer
	12
	9
	3

	9
	Kursi tunggu
	50
	48
	2

	10
	Kursi tamu
	5
	5
	−

	11
	      Musholla
	1
	1
	−

	12
	    Halaman Parkir
	3
	3
	−

	13
	Toilet
	5
	5
	−

	14
	Kantin
	1
	1
	−


Sumber Data: SAMSAT Kota Dumai, Tahun 2025 

Meskipun demikian, keberadaan sarana dan prasarana yang baik perlu diimbangi dengan kualitas pelayanan yang prima dari para petugas. Pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan profesional menjadi tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam setiap proses pengurusan STNK kendaraan roda dua. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai harapan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja instansi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia maupun pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung sistem administrasi pada SAMSAT Kota Dumai.
Selain itu, kualitas pelayanan publik juga telah diatur dalam UndangUndang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya standar pelayanan yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Dalam konteks SAMSAT Kota Dumai, peningkatan kualitas pelayanan menjadi tantangan tersendiri mengingat tingginya harapan masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, dan transparan. Menurut undang-undang ini, setiap institusi pelayanan publik, termasuk SAMSAT, harus menyediakan informasi layanan yang jelas, proses administrasi yang efisien, dan mekanisme pengaduan yang memadai.  Namun dalam pelayanan ini masih ditemukan gejala masalah pada sistem jaringan dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai yang dapat dilihat dibawah ini:
Gambar I.2
Sistem Jaringan Komputer Yang Bermasalah Pada 
SAMSAT Kota Dumai
[image: ]
Sumber Data: hasil Observasi SAMSAT Kota Dumai, Tahun 2025

Dalam pengurusan STNK masih terdapat keluhan dari masyarakat karena antrian yang harus menunggu lama di dalam ruangan sehingga menghabiskan banyak waktu dan menjadi salah satu permasalahan utama yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yang melakukan pelayanan pada SAMSAT kota Dumai. Untuk memperkuat gambar di atas sebagai dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel I.3
Kendala-Kendala Dalam Pengurusan STNK 
Pada SAMSAT Kota Dumai
	No 
	Hari/Tanggal 
	Keterangan 

	1
	Rabu/15 Januari 2025 
	sistem jaringan komputer bermasalah 

	2
	Kamis/30 Januari 2025 
	sistem jaringan komputer bermasalah 

	3
	Senin/10 februari 2025 
	Masalah teknis dalam persyaratan 

	4
	Kamis/12 Juni 2025 
	sistem jaringan komputer bermasalah 


Sumber data: hasil wawancara pada SAMSAT Kota Dumai, Tahun 2025 

Tabel I.3 dapat dilihat bahwa masih masih ada beberapa kendala dalam pengurusan STNK, terutama terkait pada sistem jaringan komputer. Kendala ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan dan antrian yang panjang. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang melakukan pengurusan STNK. 
Gambar I.2 dapat dilihat bahwa komputer yang digunakan oleh petugas pada SAMSAT kota Dumai mengalami gangguan pada jaringan, sehingga proses pelayanan menjadi terhambat.
Pada tanggal 30 Januari 2025 penulis melakukan  wawancara dengan masyarakat yang melalukan pengurusan STNK pada SAMSAT Dumai yaitu dengan ibuk Darlina, ia mengatakan: 
“pada saat melakukan pengurusan Perpanjangan STNK 5 tahun saya menunggu terlalu lama didalam ruangan dan terlalu banyak waktu yang saya habis hanya untuk mengurus STNK 5 tahun.” 
 
Pada tanggal 30 Januari 2025 penulis juga melakukan  wawancara dengan salah satu pegawai yang memberikan pelayanan  kepada masyarakat yaitu dengan pak iwan, ia mengatakan: 
“Terjadinya waktu tunggu yang lama tu bisa saja terkadang karena gangguan sistem jaringan komputernya yang bermasalah makanya terjadi antrian yang panjang.”  
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pengurusan STNK 5 tahunan pada SAMSAT Kota Dumai masih menghadapi kendala dalam hal waktu pelayanan. Wawancara pertama menunjukkan bahwa masyarakat merasa waktu tunggu terlalu lama, sehingga banyak waktu yang terbuang hanya untuk menyelesaikan satu jenis layanan. Sementara itu, wawancara kedua dengan petugas pelayanan mengungkapkan bahwa faktor teknis seperti gangguan pada sistem jaringan komputer menjadi salah satu penyebab utama lamanya waktu tunggu dan terjadinya antrian panjang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala teknis serta manajemen waktu pelayanan yang belum optimal menjadi faktor utama penyebab ketidakefisienan dalam pelayanan pengurusan STNK 5 tahunan pada SAMSAT Kota Dumai.
 Dalam pengurusan STNK pada SAMSAT kota Dumai, terdapat standar waktu telah ditetapkan untuk memastikan efesien dan kepastian bagi masyarakat. Dasar hukum yang mengatur standar waktu pelayanan pada SAMSAT Kota Dumai berpedoman pada sejumlah regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tingkat lokal, Peraturan Walikota Dumai Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mewajibkan setiap unit pelayanan publik, termasuk SAMSAT, untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan, termasuk waktu penyelesaian. Secara nasional, ketentuan ini didukung oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 yang mengatur standar teknis mutu pelayanan dasar pada sub-urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang relevan dengan fungsi SAMSAT. 
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan jenis dan mutu pelayanan minimal yang mencakup jangka waktu layanan. Dalam lingkup kepolisian, yang menjadi bagian dari pelayanan SAMSAT, PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar penetapan jenis pelayanan dan tarif yang terkait dengan waktu penyelesaian. Pelayanan terpadu SAMSAT sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang memperkuat integrasi layanan termasuk aspek efisiensi waktu. Oleh karena itu, SAMSAT Kota Dumai wajib menetapkan dan mempublikasikan standar waktu pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan yang berlaku, hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel I.4
Standar waktu dalam pengurusan STNK 
pada SAMSAT Kota Dumai
	No 
	Jenis pelayanan 
	Standar waktu 

	1.  
	Perpanjangan STNK 5 tahunan 
	20 menit 

	2. 
	Penggantian STNK hilang/rusak (Duplikat) 
	45 menit 

	3.  
	STNK baru 
	120 menit 


Sumber Data: SAMSAT Kota Dumai, Tahun  2025 
  
Namun, banyak masyarakat yang mengeluh dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai yang tidak sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Hal itu dapat dilhat pada tabel dibawah ini. 
Tabel I.5
Jenis pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Waktu dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai
	No 
	Hari / Tanggal 
	Keterangan 
	Waktu penyelesaian

	1 
	Rabu/ 15 Januari 2025 
	Perpanjangan STNK 5 Tahunan  
	90 menit

	2 
	Selasa/ 4 Februari 2025 
	Perpanjangan STNK 5 Tahunan 
	120 menit

	3 
	Senin/ 10 februari 2025 
	Perpanjangan STNK 5 Tahunan 
	120 menit

	4
	Senin/ 26 Mei 2025 
	Penggantian STNK hilang
	90 menit


Sumber Data: hasil wawancara pada SAMSAT Kota Dumai, Tahun 2025 
Tabel I.5 dapat dilihat bahwa masih ditemukan ketidaksesuaian standar waktu yang telah ditetapkan dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai, Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang melakukan pengurusan STNK.
 Pada tanggal 4 Februari 2025 penulis juga melalukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan pengurusan STNK pada SAMSAT Dumai yaitu dengan pak Budi, ia mengatakan: 
“pada saat melakukan pengurusan Perpanjangan STNK 5 tahun saya menunggu kurang lebih 2 jam.” 

Pada tanggal 12 juni 2025 penulis juga melakukan  wawancara dengan salah satu pegawai yang memberikan pelayanan  kepada masyarakat yaitu dengan pak iwan, ia mengatakan: 
“Salah satu penyebab utama keterlambatan dalam pelayanan adalah gangguan pada jaringan sistem komputer yang kami gunakan. Ketika sistem sedang bermasalah, proses input data dan pencetakan dokumen menjadi terhambat, sehingga pelayanan memerlukan waktu yang lebih lama dari standar.”

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala dalam proses pelayanan, khususnya pada pengurusan perpanjangan STNK 5 tahunan. Salah satu masyarakat menyampaikan bahwa ia harus menunggu selama kurang lebih dua jam untuk mendapatkan pelayanan. Sementara itu, menurut keterangan pegawai, keterlambatan pelayanan disebabkan oleh gangguan pada sistem jaringan komputer yang digunakan. Gangguan ini menghambat proses input data dan pencetakan dokumen, sehingga waktu pelayanan menjadi lebih lama dari standar yang seharusnya.
Secara keseluruhan, peningkatan kualitas pelayanan di SAMSAT Kota Dumai memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam pengurusan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak, SAMSAT dituntut untuk menghadirkan layanan yang cepat, tepat, dan ramah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga memperkuat citra positif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lebih jauh, pelayanan yang berkualitas di SAMSAT akan berimplikasi pada meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Apabila pelayanan dirasakan mudah, transparan, dan dapat dipercaya, maka masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung penerimaan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor. 
Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DALAM PENGURUSAN STNK PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA DUMAI”.
B.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, penulis menemukan gejala-gejala masalah sebagai berikut: 
1. Masih ditemukan masalah jaringan komputer yang sering bermasalah.
2. Masih ditemukan masalah ketidaksesuaian standar waktu yang telah di tetapkan dalam pengurusan STNK.  
Merujuk pada gejala permasalahan dan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana 
Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan STNK Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai”. 
C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Dumai. 
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Dumai. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Dapat menjadi referensi yang berguna dan memberikan masukan bagi Kantor SAMSAT Dumai dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 
b. Menambah wawasan penulis mengenai pengelolaan pelayanan publik dalam bidang administrasi secara lebih mendalam. 
c. Menjadi sumber informasi dan acuan yang bermanfaat bagi peneliti lain yang akan mengkaji permasalahan serupa di masa mendatang. 
 
 
 
I. 
BAB II
TELAAH PUSTAKA
A. Kerangka Teori 
1. Kualitas 
Kualitas adalah bentuk-bentuk istimewa dari suatu produksi atau pelayanan yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan kebutuhan masyarakat (Mukarom & Laksana, 2018). 
Pada dasarnya terdapat tiga orientasi kualitas yang seharusnya konsisten antara yang satu dengan yang lain, yaitu persepsi pelanggan, produk, dan proses. Untuk ptoduk jasa pelayanan, ketiga orientasi tersebut dapat menyumbangkan keberhasilan organisasi ditinjau dari kepuasan pelanggan (Trilestari, 2004).
kualitas mempengaruhi performa dari produk dan jasa, dimana hal ini sangat berhubungan erat dengan nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan (Kotler & Armstrong, 2021).
kualitas adalah perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan, jadi pelanggan yang menentukan dan menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik tersebut memenuhi kebutuhannya (Lupiyoadi, 2016).
kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik suatu barang atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan maupun tersirat (Abdullah & Francis, 2016).
2. Pelayanan
Pelayanan adalah produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan belangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialamai dan dapat dirasakan oelh penerima layanan (Lovelock, 1991).
Pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan, dan juga pimpinan (Kasmir, 2017).
Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yangg tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang dapat terjadi sebagai akibat dari dari adanya suatu interaksi antara unsur konsumen yang membutuhkan pelayanan dengan unsur karyawan yang memberikan pelayanan atau hal -hal lain yang disediakan  oleh perusahaan oleh pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan dari konsumen atau pelanggan (Maulidiah, 2014). 
Pada hakikatnya pelayanan merupakan sebuah rangkaian kegiatan, maka dari itu proses melayani itu. harus berlangsung secara rutin dan tidak putus-putus. Proses dalam pelayanan itu dilakukan sehubungan dengan agar terpenuhinya semua keputusan antara pemberi dan penerima pelayanan. Pelayanan adalah setiap aktivitas yang memberikan keuntungan dalam sebuah perkumpulan atau kelompok, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Sinambela 2011).
Pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan (Ratminto & Winarsih, 2007).
Pelayanan publik adalah kepercayaan publik dan Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggung jawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi kepercayaannya kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang adalah sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik (Hayat, 2017). 
Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem,prosedur dan melalui metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya (Kurniawan, 2005).
Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalu aktivitas orang lain secara langsung. Pendapat tersebut memiliki makna sebagai proses dalam memenuhi kebutuhan dengan kegiatan melalui orang lain (Moenir, 2006).
Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di Daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rivai, 2004).
3. Kualitas pelayanan
Kualitas Pelayanan adalah sejauh mana suatu organisasi atau penyedia layanan dapat memenuhi atau melampaui harapan dan kebutuhan pelanggan. Ini mencakup aspek-aspek seperti responsif, ramah, efisien, dan kemampuan untuk memcahkan masalah pelanggan dengan baik.
Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen". Kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor penting dalam usaha mencapai keunggulan bersaing. Untuk mencapai kualitas pelayanan yang diinginkan, perusahaan melakukan pemenuhan kebutuhan Nasabah. Nasabah akan membuat perbandingan antara yang mereka berikan dengan apa yang didapat (Wyckoff, 2014).
kualitas pelayanan merupakan sebuah perilaku yang dapat mewujudkan perubahan yang akan diperlukan oleh nasabah sehingga seorang nasabah dapat juga melakukan sebuah evaluasi terhadap bagaimana pelayanan, kualitas pelayanan dapat disebut sebagai takaran yang dapat dihanturkan untuk mencukupi oleh keputusan pembelian (Jenny & Mauli siagian, 2020). 
kualitas pelayanan adalah sebuah penyesuaian terhadap beberapa karakteristik-karakteristik dimana kualitas pelayanan dapat dianggap sebagai titik keunggulan dalam memenuhi kebutuhan dalam pengguna sebuah jasa (Waluyo & Crosby Lethimen, 2020).
kualitas pelayanan juga merupakan suatu bentuk penelitian atas konsumen terhadap sebuah tingkat pelayanan yang akan diterima dengan sebuah layanan yang dapat kita harapkan (Axwar, 2020).
menyatakan bahwa Kualitas pelayanan adalah mengukur seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan sesuai harapan konsumen (Wijaya, 2016).
Kualitas pelayanan diartikan sebagai fokus pada pemenuhan kebutuhan & persyaratan serta pemenuhan harapan pelanggan secara tepat waktu (Arianto, 2018).
kualitas pelayanan adalah tingkat keungulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan (Agung Tri Putranto, 2019).
Kualitas pelayanan adalah pemberian kinerja pelayanan pemerintah yang diberikan atas dasar kemampuan dan kualitas yang dimilikinya sehingga berdampak terhadap kinerja yang diberikan (Yunaningsih, 2021).
Kualitas pelayanan merupakan faktor yang sangat mendasar, agar pelayanan yang diberikan dapat dirasakan oleh para pengguna jasa, konsumen atau masyarakat (Zubaidah, 2021).
Kualitas pelayanan adalah sebuah kinerja yang dapat ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain. Kinerja ini dapat berupa tindakan yang tidak berwujud,serta tidak berakibatkan pada kepemikiran barang apa pun dan terhadap siapa pun. Poin utamanya adalah pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang penjual kepada pembeli/konsumennya demi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, perilaku tersebut bertujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan itu sendiri (Anugrah & Sudarmayasa, 2020). 
Kualitas pelayanan dapat diukur melalui lima dimensi utama (Zeithaml et. al, 1990) yang dikenal dengan model SERVQUAL. 
1. Responsiveness (Tanggapan) 
Kesediaan dan kemampuan staf layanan untuk membantu masyarakat serta memberikan layanan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini termasuk kemampuan untuk menangani keluhan,menjawab pertanyaan,bantuan dengan sigap. 
2. Reliability (Keandalan) 
Kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara konsisten, tepat waktu, dan akurat. Keandalan mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka tanpa kesalahan. 
3. Assurance (Jaminan) 
Assurance dalam bentuk ketepatan waktu berarti adanya jaminan dari instansi pelayanan bahwa proses pengurusan STNK akan dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan, tanpa penundaan yang tidak beralasan.
4. Empathy (Perhatian) 
Kemampuan penyedia layanan untuk memahami kebutuhan dan memberikan perhatian individual kepada masyarakat. Empati mencerminkan sejauh mana penyedia layanan menunjukkan kepedulian terhadap pelanggan sebagai individu, bukan sekadar konsumen. 
5. Tangibles (Tampilan Fisik) 
Mengacu pada penampilan fisik fasilitas, perlengkapan, personel, dan sarana komunikasi. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan fasilitas yang digunakan dalam memberikan pelayanan. Bukti fisik menciptakan kesan pertama yang dapat memengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. 
Terdapat lima determinan kualitas pelayanan yang dapat dirinci  (Supranto, 1994)  sebagai berikut: 
1. Keterandalan (realibility); kemauan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya.
2. Keresponsifan 	(responsiveness); 	kemampuan 	untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan.
3. Keyakinan (confidence); pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau assurance  
4. Empati (empathy); syarat untuk peduli, memberikan perhatian, pribadi bagi pelanggan. 
5. Berwujud (tangible); penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil dan media komunikasi. 
Berdasarkan defenisi – defenisi diatas dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai mengacu pada tingkat pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh petugas dalam proses pengurusan STNK. 
B. Operasional Variabel Penelitian 
Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penggunaan konsep dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu dijelaskan konsep-konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian, dengan demikian setiap konsep yang digunakan ini akan dijelaskan secara rinci agar dapat diukur dan di analisis sesuai dengan tujua yang telah ditetapkan, adapun konsep tersebut yaitu: 
1. Analisis 
Yang dimaksud dengan analisis dalam penelitian ini adalah kajian yang lebih mendalam tentang kualitas pelayanan pada SAMSAT Dumai, yang dihubungkan melalui konsep teori.
2. Kualitas  
Kualitas adalah tingkat keunggulan atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh suatu produk, jasa, atau proses, yang mampu memenuhi atau melebihi harapan pengguna atau konsumen. Dalam konteks pelayanan publik, kualitas mencakup aspek-aspek seperti keandalan, ketepatan waktu, efisiensi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat. 
3. Pelayanan  
 Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau institusi untuk memberikan manfaat atau nilai kepada pengguna jasa. Pelayanan mencakup interaksi langsung antara pemberi dan penerima jasa, serta proses administratif yang mendukung layanan tersebut. Dalam konteks pelayanan publik, seperti pengurusan STNK di Kantor SAMSAT, pelayanan berfokus pada pemberian layanan yang cepat, transparan, dan sesuai dengan prosedur. 
4. Kualitas Pelayanan 
 Analisis kualitas pelayanan adalah proses pengkajian atau evaluasi secara mendalam terhadap elemen-elemen yang menentukan tingkat kualitas suatu produk atau layanan. Dalam konteks pelayanan publik, analisis kualitas bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam pelayanan, mengevaluasi kepuasan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Analisis kualitas dalam pengurusan STNK mencakup pengkajian terhadap aspek-aspek seperti, Ketepatan waktu pelayanan, Kemudahan prosedur, Transparansi informasi, Kompetensi petugas, Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. 
Adapun konsep operasional variabel penelitian ini menggunakan konsep teori Menurut (Zeithaml et. al, 1990) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dapat diukur melalui lima dimensi utama yang dikenal dengan model SERVQUAL: 
1. Responsiveness (Tanggapan) 
Kesediaan dan kemampuan staf layanan untuk membantu masyrakat serta memberikan layanan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini termasuk kemampuan untuk menangani keluhan, menjawab pertanyaan, dan menyediakan bantuan dengan sigap. 
Untuk melihat Responsiveness (Tanggapan) dalam penelitian ini dapat diukur dari sub indikator sebagai berikut: 
a. Adanya pegawai yang merespon masyarakat dengan cepat dalam pengurusan STNK. 
b. Adanya pegawai yang cepat tanggap dalam keluhan masyarakat dalam pengurusan STNK.
c. Adanya pegawai memberikan informasi secara tertulis kepada masyarakat yang kurang memahami terhadap penjelasan yang diberikan.

2. Reliability (Keandalan) 
Kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara konsisten, tepat waktu, dan akurat. Keandalan mencerminkan kepercayaan pelanggan terhadap penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka tanpa kesalahan. 
Untuk melihat Reliability (Keandalan) dalam penelitian ini dapat diukur dari sub indikator sebagai berikut: 
a. Adanya SOP dan mekanisme pelayanan yang sudah terlampirkan.
b. Adanya kemampuan pegawai menjelaskan kembali prosedur pelayanan serta syarat-syarat kepada masyarakat. 
c. Adanya kemampuan pegawai dalam menacatat,menghitung,dan melakukan validasi dalam pelayanan.
3. Assurance (Jaminan) 
	Assurance dalam bentuk ketepatan waktu berarti adanya jaminan dari instansi pelayanan bahwa proses pengurusan STNK akan dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan, tanpa penundaan yang tidak beralasan.
Untuk melihat Assurance (Jaminan) dalam penelitian ini dapat diukur dari sub indikator sebagai berikut: 
a. Adanya ketepatan waktu dalam pengurusan STNK.
b. Adanya kesesuaian biaya pengurusan STNK dengan standar yang ditetapkan.
c. adanya sikap pegawai yang ramah kepada masyarakat dalam pengurusan STNK.
4. Empathy (Perhatian) 
Kemampuan penyedia layanan untuk memahami kebutuhan dan memberikan perhatian individual kepada pelanggan. Empati mencerminkan sejauh mana penyedia layanan menunjukkan kepedulian terhadap pelanggan sebagai individu, bukan sekadar konsumen. 
Untuk melihat Empathy (Perhatian) dalam penelitian ini dapat diukur dari sub indikator sebagai berikut: 
a. Adanya pegawai yang mampu mengatasi permasalahan dalam pengurusan STNK.
b. Adanya pegawai yang memprioritaskan kepentingan masyarakat.
c. Adanya pelayanan terhadap masyarakat tanpa membeda-bedakan (Diskriminatif).
5. Tangibles (Tampilan Fisik) 
Mengacu pada penampilan fisik fasilitas, perlengkapan, personel, dan sarana komunikasi. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan fasilitas yang digunakan dalam memberikan pelayanan. Bukti fisik menciptakan kesan pertama yang dapat memengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. 
Untuk melihat Tangibles (Tampilan Fisik) dalam penelitian ini dapat diukur dari sub indikator sebagai berikut: 
a. Adanya ketersediaan fasilitas dalam mendukung pelayanan. 
b. Adanya ruang tunggu yang nyaman dalam pengurusan STNK.
c. Adanya keamanan terjamin pada tempat parkiran
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa setiap indikator terdiri dari tiga sub indikator. Adapun kriteria penilaian dari sub indikator diatas dapat dilihat sebagai berikut: 
Baik (B) Diberi skor	: 3 
Cukup Baik (CB) Diberi skor	: 2 
Tidak Baik (TB) Diberi skor	: 1 


BAB III
	METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian  
Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di SAMSAT Dumai jalan Sultan Syarif Kasim, kelurahan teluk binjai, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Riau 28826. Penulis memilih SAMSAT Dumai sebagai lokasi penelitian karena tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan STNK yang efisien, serta pentingnya SAMSAT ini dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan. 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi mencakup semua unit analisis (individu, kelompok, organisasi, dokumen, atau benda lainnya) yang memenuhi kriteria penelitian. Populasi ni mencakup semua pihak yang terlibat dalam pelayanan pengurusan STNK pada SAMSAT kota Dumai (Neuman, 2014). 
Sampel adalah sub kelompok dari populasi yang mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian (Neuman, 2014). 
Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan ketika peneliti memiliki pertimbangan tertentu dalam memilih sampelnya, seperti orang yang dianggap paling tahu tentang sesuatu, atau memiliki pengalaman khusus. (Sugiyono, 2017).
Untuk penentuan sampel masyarakat menggunakan teknik Accidental Sampling (Teknik Sampling Kebetulan). teknik Accidental Sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, bila sampel di pandang sudah memenuhi kriteria yang sedang di teliti (Sahir, 2021). Pengambilan sampel masyarakat dilakukan selama satu penelitian yang berjumlah 7 hari penelitian dengan rata-rata 7 orang penulis temui setiap harinya sehingga diperoleh jumlah sampel untuk masyarakat sebanyak 49 orang. Untuk lebih jelasnya keadaan populasi dan sampel penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel III.1
Jumlah Populasi dan Sampel Pada SAMSAT Dumai
Tahun 2025
	No 
	Sub populasi 
	Populasi (orang) 
	Sampel (orang) 
	Persentase (%) 

	1. 
	Kepala UPT 
	1 
	1 
	100% 

	2.
	Seksi Penerimaan 
	1 
	1 
	100% 

	3. 
	Seksi Penagihan
	1 
	1 
	100% 

	4. 
	Jasa Raharja
	1
	1
	100% 

	5. 
	Petugas kepolisian
	4
	4
	100% 

	6. 
	Staff Pelaksanaan
	7
	7
	100% 

	7.
	Masyarakat Pengurus STNK
	49
	49
	-  

	
	Jumlah 
	64
	64
	- 


Sumber data: hasil observasi pada SAMSAT Kota Dumai, Tahun  2025 
C. Jenis Data
Data akan di kumpulkan pada saat peneliti berada dilapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi:  
1. Data Primer 
Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pekukuran, menhitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain. Data yang diperoleh dari pihak pertama yang dalam hal ini data dari responden penelitian terdiri dari: 
a. Responsiveness (Tanggapan) 
b. Reliability (Keandalan) 
c. Assurance (Jaminan) 
d. Empathy (Perhatian) 
e. Tangibles (Tampilan Fisik) 
2. Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka. Yang diperoleh melalui informasi dan keterangan dari SAMSAT Dumai yang dapat, menjelaskan permasalahan penelitian ini, sebagai berikut: 
a. Sejarah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dumai. 
b. Visi dan misi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dumai. 
c. Struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dumai. 
d. Keadaan dan komposisi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dumai. 
e. Sarana dan prasarana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dumai. 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Observasi observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti  (Sugiyono, 2022).  
b. Wawancara menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,  sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam interaksi tersebut (Sugiyono, 2022). 
c. Kuesioner angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2022). 
E. Analisa Data 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan jenisnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan angka, persentase, serta penjelasan untuk setiap indikator penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisis statistik deskriptif.   
Setelah seluruh data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengelompokkan data sesuai jenisnya dan menyajikannya dalam tabel yang mencantumkan persentase serta deskripsi. Untuk mendukung proses analisis, penelitian ini menerapkan metode scoring, di mana skala penilaian digunakan untuk menilai tanggapan dari survei. 
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis statistik deskriptif dengan pengukuran Rating Scale yang berfungsi untuk menilai sikap, pendapat, atau persepsi seseorang terhadap suatu objek atau fenomena sosial yang telah ditetapkan sebagai variabel penelitian. Responden diminta memberikan jawaban dalam bentuk tingkatan tertentu, baik berupa angka maupun kategori. Data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan, diolah, dan dianalisis dengan metode statistik, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel (Riduwan, 2012). Hal ini dilihat dari uraian penjelasan berikut ini : 
1. Pengukuran untuk setiap indikator penelitian  
Untuk menentukan kategori terhadap setiap indikator penelitian ditentukan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Lind dalam (Zulgenaf, 2018). Maka Langkah awalnya yaitu menghitung skor tertinggi dan skor terendah. 
a. Skor tertinggi         : 3 x 3 x 64= 576
b. Skor terendah        : 1 x 3 x 64 = 192
Selanjutnya menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukkan Lin dalam (Zulgenaf, 2018) yaitu : 
i = [image: ]  
keterangan : 
i   = interval 
H = nilai data tertinggi 
L  = nilai data terendah 
k = jumlah kelas  
berdasarkan rumus tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:  
interval  =   
interval  =   =  = 128

Maka kategori penilaian untuk tiap indikator adalah sebagai berikut: 
	Kategori 
	Interval kelas 

	 Baik 
	450 – 578

	Cukup baik 
	321– 449

	Tidak baik 
	192 – 320


	
 
Dengan garis kontinum sebagai berikut: 
 
 
449
CB
 
320
TB
 
192
B
 
578
 

 
 
77,78%
CB
 
55,56%
TB
 
33,33%
B
 
100%
 



2. Pengukuran Variabel Penelitian. 
 Untuk melihat kategori seluruh indicator penelitian, digunakan rumus yang dikemukan oleh Lind et al (Zulgenaf, 2018), Langkah pertama adalah menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut: 
a. Skor tertinggi  : 3 x 15 x 64= 2.880
b. Skor terendah : 1 x 15 x 64 = 960
Selanjutnya menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukkan Lin dalam (Zulgenaf, 2018) yaitu : 
i = [image: ]  
keterangan : 
i   = interval 
H = nilai data tertinggi 
L  = nilai data terendah 
k = jumlah kelas  
berdasarkan rumus tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:  

interval  =   
interval  =   =  = 640


Maka kategori penilaian untuk tiap indikator adalah sebagai berikut:
	Kategori 
	Interval kelas 

	Baik 
	2.242 – 2..882

	Cukup baik 
	1601 – 2.241

	Tidak baik 
	960– 1.600



Dengan garis kontinum sebagai berikut:
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BAB IV
GAMBARAN UMUM SISTEM ADMINISTRA SIMANUNGGAL 
SATU ATAP (SAMSAT) KOTA DUMAI
A. Sejarah Berdirinya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
Lahirnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) diawali oleh sebuah gagasan brilian yang disampaikan pada forum penataran para pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Se Indonesia pada bulan April 1976 di Jakarta. 
Hasil penataran menghasilkan suatu rekomendasi beupausulan kepada pemerintah, khususnya pimpinan Departemen Dalam Negeri agar SAMSAT dijadikan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk seluruh Indonesia. 
Terbentuknya Kantor Sistem Administrasi Manungggal Satu Atap    ( SAMSAT) Kota Dumai ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP13/XXI/76 Nomor. KEP- 1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor. Dasar hukum pembentukan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah intruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri keuangan Nomor INS/03/MX/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/MK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Kota Dumai, dan PT. Jasa Raharja (Persero). Tujuan dibentuknya SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentukkan Kantor SAMSAT.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SAMSAT mengacu pada Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor SKEP/02/X1999 tentang pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal DiBawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bemotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Sistem SAMSAT yang dikelola oleh tiga instansi berbeda maka untuk memudahkan dalam koordianasi dalam penyelenggaraan pelayanan dibentuk Tim Pembina SAMSAT Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing ketiga
instansi yang ada di SAMSAT memiliki tugas dan wewenang berbeda.
berikut adalah pembagian tugas dan wewenang instansi tersebut:
1. Unit Pelayanan : Petugas Dispenda dan POLRI
2. Unit Administrasi : Petugas Dispenda, POLRI dan Jasa Raharja
3. Unit Pembayaran : Petugas Dispenda (bendarawan SAMSAT
4. Penerima)
5. Unit Pencetakan : Petugas Dispenda dan POLRI
6. Unit Penyerahan : Petugas POLRI
7. Unit Arsip : Petugas Dispenda dan POLRI
8. Unit Informasi : Petugas Dispenda dan POLRI
Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) SAMSAT memiliki fungsi sebagai berikut: 
1. Menyelenggarakan pelayanan dibidang pajak dan retribusi daerah 
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis dibidang pajak dan retribusi daerah
Melaksankan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Pendapatan. SAMSAT atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (One-stop Administration Services Office) merupakan sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat. Fungsi SAMSAT lainnya adalah:
1. Memberikan pelayanan Registrasi dan Indentifikasi (Regident)
2. Kendaraan Bermotor (Ranmor)
3. Menerima dan mengelola pembayaran pajak atas kendaraan
4. bermotor
5. Menerima dan mengelola pembayaran Sumbangan Wajib Dana
6. Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ)
7. Penegakan hukum berkaitan pajak kendaraan
Untuk Visi dan Misi pelayanan di SAMSAT yaitu:
 Visi : “ Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdiankepada masyarakat “
 Misi : 
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 
2. Melaksanakan tugas secara professional dengan berpedoman pada SOP & JOB DESCRIPTION 
3. Menciptakan lingkungan kerja bebas KKN & Gratifikasi 
4. Menerapkan sistem online berbasis IT & mekanisme yang terpadu dalam pelayanan 
5. Memberikan pelayanan yang cepat, akurat, nyaman, transparan, akutansi, informative & mudah diakses
6. Penyelenggaraan sistem forensic kepolisian, sistem kontrol
kendaran yang berkeselamatan dan jaminan legitimasi keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor
7. Membudayakan sikap yang komunikatif & informative
8. Membudayakan 4K: Keterbukaan, komunikasi, koordinasi,
kebersamaan antar instansi/pejabat pelaksana SAMSAT
9. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan
negara
10. Meningkatkan kinerja seluruh aparatur SAMSAT untuk menunjang
kualitas layanan bagi masyarakat
11. Meningkatkan mutu pelayanan untuk peningkatan pendapatan
daerah
12. Meningkatan secara terus menerus pengetahuan, keterampilandan
sikap aparatur
13. Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi semua pelanggan
internal dan eksternal
Adapun alamat lengkap Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai ialah beralamat pada JL.Sultan Syarif Kasim No. 260,31575. Kelurahan Teluk Binjai, kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. 
Secara garis besar Sistem Admninstrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai letaknya cukup berdekatan dan bersampingan dengan kantor atau badan instansi milik pemerintah lainnya. Antara lain sebagai berikut: 
1. Sebelah utara berdampingan dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai 
2. Sebelah selatan berdampingan dengan perumahan penduduk 3. Sebelah Timur berdampingan dengan kantor komando resor militer 031/Wb 
3. Sebelah barat berdampingan dengan Kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Dumai
B. Keadaan Dan Komposisi Pegawai Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai

Pegawai merupakan elemen penting dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu organisasi sebagaimana tercantum dalam uraian tugas, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pimpinan agar setiap tanggung jawab yang diberikan dapat diselesaikan secara optimal. Hal ini juga berlaku pada SAMSAT Kota Dumai, dimana unit pelayanan memerlukan perhatian khusus terhadap unsur pegawai, agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang telah di tetapkan. 
1. Keadaan dan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin
Dalam hal pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), SAMSAT Kota Dumai dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan. Mengingat pentingnya STNK sebagai dokumen legalitas kendaraan bermotor, maka pegawai yang bertugas pada bagian pelayanan STNK perlu memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, perhatian dari pimpinan terhadap kinerja dan kebutuhan pegawai sangat diperlukan agar setiap proses pelayanan, mulai dari penerimaan berkas, verifikasi data, hingga pencetakan STNK, dapat berjalan secara efisien dan memuaskan bagi masyarakat.
Adapun keadaan dan komposisi pegawai pada SAMSAT Kota Dumai berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:
Tabel IV.1
Komposisi Pegawai SAMSAT Kota Dumai 
Berdasarkan Jenis Kelamin
	No

	Jenis kelamin
	Pegawai
	Jumlah (orang)
	Persentase
%

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	Laki-Laki
	17
	5
	22
	52,38

	2
	Perempuan
	14
	6
	20
	47,62

	Jumlah
	31
	11
	42
	100


Sumber Data: SAMSAT Kota Dumai, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel IV.1, diatas dapat dijelaskan bahwa komposisi pegawai SAMSAT Kota Dumai berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pegawai laki-laki berjumlah 22 orang atau sebesar 52,38%, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 20 orang atau sebesar 47,62%. Dari total 31 Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebanyak 17 orang adalah laki-laki dan 14 orang perempuan. Sementara itu, dari 11 Tenaga Kerja Perjanjian Kerja (TKPK), 5 orang berjenis kelamin laki-laki dan 6 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan yang cukup proporsional antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di lingkungan kerja SAMSAT Kota Dumai.
2. Keadaan dan komposisi pegawai berdasarkan tingkat usia
Keberhasilan suatu organisasi dalam meraih tujuannya sangat dipengaruhi oleh usia serta pengalaman para pegawai dalam menjalankan tugas mereka secara optimal. Dengan melakukan klasifikasi pegawai berdasarkan usia, organisasi dapat memperoleh informasi yang berguna, seperti berapa banyak pegawai SAMSAT yang masih berada dalam usia produktif, serta seberapa besar jumlah pegawai yang produktivitasnya menurun seiring bertambahnya usia.
Adapun keadaan dan komposisi pegawai pada SAMSAT Kota Dumai berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:
Tabel IV.2
Komposisi Pegawai SAMSAT Kota Dumai 
Berdasarkan Tingkat Usia
	No

	Umur
	Pegawai
	Jumlah (orang)
	Persentase
%

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	21-30
	3
	2
	5
	11,90

	2
	31-40
	6
	6
	14
	28,57

	3
	41-50
	15
	3
	15
	42,86

	4
	51-60
	7
	-
	
	16,67

	Jumlah
	31
	11
	42
	100


Sumber Data: SAMSAT Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.2 diatas dapat dijelaskan bahwa komposisi pegawai SAMSAT Kota Dumai didominasi oleh pegawai berusia 41–50 tahun sebanyak 15 orang atau 42,86%, menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada usia matang dan berpengalaman. Kelompok usia 31–40 tahun menyumbang 28,57% atau 14 orang, sementara usia 51–60 tahun sebanyak 7 orang (16,67%) dan usia 21–30 tahun hanya 5 orang (11,90%). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada dalam usia produktif dan menjelang pensiun, sedangkan jumlah pegawai muda masih tergolong sedikit.


3. Keadaan dan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting serta menjadi aset utama dalam pengembangan sumber daya manusia di setiap organisasi, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Oleh karena itu, setiap individu dituntut untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan tingkat pendidikan yang memadai, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam suatu organisasi akan lebih mudah diatasi. Hal ini juga berlaku pada SAMSAT Kota Dumai, di mana jenjang pendidikan turut memengaruhi keberhasilan kinerja pelayanan. Tingkat pendidikan pegawai pada SAMSAT Kota Dumai sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja dan pelayanan, karena pendidikan merupakan aset utama dalam pengembangan sumber daya manusia di setiap organisasi.  Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan pegawai perlu menjadi prioritas untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan organisasi secara optimal.
Pendidikan tidak hanya meningkatkan kapasitas intelektual pegawai, tetapi juga membentuk pola pikir, sikap profesional, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan teknologi dalam pelayanan publik. Di lingkungan kerja seperti SAMSAT Kota Dumai, pegawai dengan latar belakang pendidikan yang baik akan lebih cepat dalam memahami regulasi, prosedur administrasi, serta mampu memberikan solusi atas kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan. 
Adapun keadaan dan komposisi pegawai pada SAMSAT Kota Dumai berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:
Tabel IV.3
Komposisi Pegawai SAMSAT Kota Dumai 
Berdasarkan Tingkat pendidikan
	No

	tingkat pendidikan 
	Pegawai
	Jumlah (orang)
	Persentase
%

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	S2
	8
	-
	8
	19, 05

	2
	S1
	11
	7
	14
	42,86

	3
	D3
	1
	1
	2
	4,76

	4
	SMA/Sederajat
	11
	3
	17
	33,33

	Jumlah
	31
	11
	42
	100


Sumber Data: SAMSAT Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.3 diatas dapat dijelaskan bahwa Komposisi pegawai SAMSAT Kota Dumai terdiri dari 42 orang, terdiri atas 31 PNS dan 11 TKPK. Sebagian besar pegawai berpendidikan Strata Satu (S1) sebanyak 14 orang (42,86%), diikuti oleh lulusan SMA/sederajat sebanyak 17 orang (33,33%), Strata Dua (S2) sebanyak 8 orang (19,05%), dan Diploma Tiga (D3) sebanyak 2 orang (4,76%). Dominasi lulusan S1 menunjukkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan publik. Sementara itu, masih cukup banyaknya pegawai dengan latar belakang SMA menunjukkan perlunya strategi pengembangan kapasitas, seperti pendidikan lanjutan, pelatihan kompetensi, dan peningkatan keterampilan teknis. Dengan penguatan kualitas SDM dari berbagai jenjang pendidikan, diharapkan kinerja pelayanan di SAMSAT Kota Dumai dapat semakin optimal, efisien, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat secara berkelanjutan.
4. Keadaan dan komposisi pegawai berdasarkan masa kerja
Dalam sebuah organisasi, masa kerja seseorang mencerminkan sejauh mana pengalaman yang dimiliki oleh pegawai selama menjalankan tugasnya. Lama jabatan turut berperan dalam membentuk tingkat kedewasaan seseorang dalam bekerja di lingkungan organisasi.
Masa kerja yang cukup panjang dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas demi tercapainya tujuan organisasi.
Adapun keadaan dan komposisi pegawai pada SAMSAT Kota Dumai berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:
Tabel IV.4
Komposisi Pegawai SAMSAT Kota Dumai 
Berdasarkan Masa Kerja
	No
	Masa kerja

	Pegawai
	Jumlah (orang)
	Persentase
%

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	1-10
	4
	7
	13
	26,19

	2
	11-20
	16
	4
	20
	47,62

	3
	21-30
	8
	-
	5
	19, 05

	4
	31-40
	3
	-
	3
	7,14

	Jumlah
	31
	11
	42
	100


Sumber Data: SAMSAT Kota Dumai, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel IV.4 diatas dapat dijelaskan bahwa Komposisi pegawai SAMSAT Kota Dumai berdasarkan masa kerja menunjukkan bahwa dari total 42 pegawai (31 PNS dan 11 TKPK), mayoritas berada pada masa kerja 11–20 tahun sebanyak 20 orang (47,62%), mencerminkan usia kerja yang produktif dan pengalaman yang matang. Sebanyak 13 orang (26,19%) memiliki masa kerja 1–10 tahun, didominasi oleh TKPK, menandakan bahwa tenaga kerja baru sebagian besar berasal dari pegawai kontrak. Pegawai dengan masa kerja 21–30 tahun berjumlah 5 orang (19,05%) dan 31–40 tahun sebanyak 3 orang (7,14%), seluruhnya merupakan PNS dan tergolong senior. Komposisi ini menunjukkan dominasi pegawai berpengalaman, namun juga pentingnya perencanaan pengembangan SDM, khususnya bagi pegawai baru untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik yang berkualitas.
C. Struktur Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Sistem Administrasi Manunggal Kota Dumai
1. Struktur Organisasi Pada SAMSAT Kota Dumai
SAMSAT Kota Dumai Setiap organisasi pasti memiliki bagan struktur organisasi dan tata kerja dimana didalam wadah atau tempat orang-orang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi, organisasi perlu pembagian tugas agar tidak tumpang tindih diantara pekerjaan masing-masing pegawai/aparatur, sehingga satu orang karyawan memiliki tugas pokok yang berbeda-beda.
Perbedaan tugas pokok ini yang membuat perlunya pembentukan bagan struktur organisasi setiap organisasi yan jelas bagi masing-masin instansi karena tanpa adanya bagan struktur organisasi yang jelas maka tujuan organisasi yang akan dicapai tidak akan terlaksana dengan baik. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai memiliki bagan struktur organisasi dan tata kerja yang menerangkan tentangsusunan pengurus atau susunan organisasi. Adapun bagan struktur organisasi tata kerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai sebagaimana terlampirkan:
Bagan IV.1
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2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor SAMSAT Kota Dumai
Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
Untuk lebih jelas uraian Tugas Pokok, fungsi dan tugas dari Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
A. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penerimaan dan Seksi Penagihan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah. 
3. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan.
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
B. Subbagian Tata Usaha
Sub/Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (9) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha.
3. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur.
4. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.
5. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat.
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
7. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
8. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
9. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha.
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
C. Seksi Penerimaan
Seksi Penerimaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Penerimaan dan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Penerimaan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal (10) Seksi Penerimaan mempunyai tugas:
1. Merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penerimaan.
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan.
3. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Pendapatan.
4. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Pendapatan.
5. Melakukan pengadaan dan pengembangan Pendapatan.
6. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan Pendapatan.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penerimaan.
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
D. Seksi Penagihan dan Pengawasan
Seksi Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembukuan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah dan menganalisa serta mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas, UPT dan UP.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal (11) Seksi Penagihan mempunyai tugas:
1. Merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penagihan.
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penagihan.
3. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Pendapatan.
4. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Pendapatan.
5. Melakukan pengadaan dan pengembangan Pendapatan.
6. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan Pendapatan.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penagihan.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.	

E. Kelompok Jabatan Fungsional
Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yaitu :
1. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
2. Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
3. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
5. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aparat pelaksana dan koordinator pada SAMSAT Kota Dumai terdiri dari unsur kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah dan PT Jasa Raharja. Adapun tugas dari penanggung jawab pelaksana kegiatan pada Kantor SAMSAT Kota Dumai adalah sebagai berikut:
A. Unit formulir permohonan
1. Petugas Polri
a. Menyediakan dan memberikan formulir permohonan pendaftaran sesuai dengan permintaan pemohon.
b. Memberikan penerangan mengenai kelengkapan persyaratan pendaftaran.
c. Membukakan semua formulir yang diterima, dikeluarkan dan sisanya setiap hari.
d. Mencatat nomor formulir dan nomor kendaraan/nama pemilik pada buku register penyediaan formulir.
e. Memberikan tanda atau paraf pada setiap persyaratan permohonan.
f. Menerima kembali formulir yang dirusak untuk diganti dengan yang baru.
B. Unit Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor
1. Petugas Polri
a. Menerima berkas pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
b. Melakukan pemeriksaan identitas kendaraan bermotor (motor mesin, nomor rangka, warna dan lain-lain) maupun kelengkapan teknis keselamatan kendaraan.
c. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak untuk selanjutnya melakukan pendaftaran.
C. Unit Pendaftaran
1. Petugas Polri
a. Menerima, meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan.
b. Membubuhkan paraf pada tanda tangan penerima formulir yang telah diteliti.
c. Meregistrasi dan memberikan nomor polisi sesuai dengan sistem penomoran yang berlaku.
d. Melakukan entry data berkas permohonan.
e. Meneruskan berkas pada petugas Dispenda untuk selanjutnya dilakukan penetapan pajak.
D. Unit Penetapan
1. Petugas DISPENDA
a. Menerima dan meneliti berkas dari kelompok registrasi dan penomoran.
b. Menetapkan besarnya PKB dan BBNKB dan pungutan lainnya dalam nota perhitungan pajak (Notice Pajak).
c. Meneruskan kepada petugas Jasa Raharja.
2. Petugas Jasa Raharja
a. Menerima dan meneliti berkas yang diterima dari petugas DISPENDA.
b. Menetapkan SWDKLLJ dan dendannya yang harus dibayar oleh pemohon dalam formulir permohonan maupun dalam Nota Perhitungan Pajak.
c. Membukukan penetapan SWDKLLJ.
d. Meneruskan berkas tersebut kepada unit pembayaran.
E. Unit Pembayaran
1. Petugas DISPENDA
a. Mengumumkan nomor kendaraan bermotor yang siap dibayar melalui papan tulis/pengeras suara.
b. Menerima pembayaran PNKB dari pemilik/pemegang kendaraan bermotor.
c. Meneruskan berkas tersebut untuk dilakukan pencetakan SKPD.
F. Unit Pencetakan  notice pajak/SKPD
1. Petugas DISPENDA
a. Petugas melakukan verifikasi data sesuai dokumen administrasi.
b. Petugas melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
c. Petugas melakukan pembukuan pembayaran dan pembukuan pencetakan SKPD.
G. Unit Pencetakan STNK
1. Perugas Polri
a. Petugas memeriksa keseuaian data pada komputer dan berkas pendaftaran. Hal ini untuk menimalisir kesalahan pada penerbitan STNK.
b. Petugas melakukan pencetakan STNK.
c. Petugas menyerahkan hasil pecetakan kepada kasi STNK untuk dilakukan pengesahan.
H. Unit Pemesanan TNKB dan penyerahan STNK 
1. Petugas Polri
a. Menerima berkas pemohonan STNK yang sudah dibayar.
b. Membuat pesanan plat nomor dan mengirimkannya kepada pabrik plat nomor dengan ekspedisi
c. Menggabungkan STNK asli, plat nomor serta persyaratan lainnya milik wajib pajak.
d. Petugas memanggil namam wajib pajak dan meneyrahkan STNK yang telah disahkan.
I. Unit Pengarsipan Berkas
1. Petugas Polri
a. Menerima berkas arsip dari kelompok kerja pemensanan PNKB.
b. Mencatat jenis macam dokumen yang disimpan dalam map arsip.
c. Menata usahakan berkas berkas kedalam keompok kelompok sehingga memudahkan pencarian kembali.
d. Membukukan arsip arsip yang diterima dan yang dikeluarkan.
D. Sarana dan Prasarana pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT ) Kota Dumai
	Didalam menjalankan tugas dan kegiatan aparatur Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai peran sarana dan prasarana sangat penting untuk memebrikan pelayanan yang nyaman kepada masyarakat dan cukup penting untuk menunjang proses pelaksanan pelayanan dengan maksimal. Dapat dilihat pada tabel dibawah sarana prasarana yang diberikan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ( SAMSAT) Kota Dumai sebagai berikut :
Tabel IV.5
Sarana Dan Prasarana ( SAMSAT) Pada Kota Dumai
	No
	Sarana dan Prasarana  SAMSAT
	Jumlah 
	Kondisi 

	
	
	
	Baik
	Rusak

	1
	Komputer
	34
	28
	6

	2
	Meja Tik
	6
	6
	−

	3
	Lemari Arsip
	25
	20
	5

	4
	Kursi
	55
	53
	2

	5
	Meja
	50
	50
	−

	6
	Papan struktur
	1
	1
	−

	7
	Ac
	10
	10
	−

	8
	Printer
	12
	9
	3

	9
	Kursi tunggu
	50
	48
	2

	10
	Kursi tamu
	5
	5
	−

	11
	      Musholla
	1
	1
	−

	12
	    Halaman Parkir
	3
	3
	−

	13
	Toilet
	5
	5
	−

	14
	Kantin
	1
	1
	−


Sumber Data: SAMSAT Kota Dumai, Tahun 2025 

	Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa peralatan sangat mendukung suksesnya melakukan pekerjaan dan untuk inventaris sarana fasilitas pada  SAMSAT Kota Dumai dapat dilihat bahwa keadaan sarana dan prasarana pada SAMSAT Kota Dumai sudah memadai dalam melaksanakan tugas-tugas serta pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.
BAB V
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DALAM PENGURUSAN STNK PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) 
KOTA DUMAI
A. Identitas Responden
Kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK merujuk pada sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dalam proses pengurusan STNK. Pelayanan yang berkualitas biasanya ditandai dengan kecepatan, ketepatan, kemudahan prosedur, keramahan petugas, serta kejelasan informasi yang diberikan kepada pemohon. Dalam konteks ini, kualitas pelayanan tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses interaksi antara petugas dan masyarakat selama pengurusan STNK berlangsung.
Lebih lanjut, kualitas pelayanan pengurusan STNK juga mencerminkan tanggung jawab lembaga publik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan yang efektif dan efisien akan meningkatkan kepuasan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi. Sebaliknya, jika pelayanan yang diberikan lambat, berbelit-belit, atau tidak transparan, maka akan menimbulkan ketidakpuasan dan persepsi negatif terhadap lembaga pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam bidang administrasi kendaraan bermotor.
Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan pada SAMSAT Kota Dumai, maka terlebih dahulu penulis memaparkan identitas responden penelitian dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan Stnk Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Dumai  dengan jumlah 64 responden yang terdiri dari Pegawai yang  sebanyak 15 orang, TKPK sebanyak 3 orang, dan masyarakat pengurusan STNK sebanyak 49 orang. 
Pada penyebaran angket, penulis membagi responden penelitian berdasarkan jenis kelamin, tingkat umur, dan tingkat pendidikan. Adapun data-data responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin
	Identitas responden berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah responden laki-laki dan perempuan dalam penelitian. Informasi ini dapat membantu peneliti dalam melihat apakah terdapat perbedaan persepsi terhadap pelayanan berdasarkan gender, serta memahami keterwakilan masing-masing kelompok dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diterima. 
	Dengan mengetahui distribusi jenis kelamin responden, penulis dapat menganalisis apakah terdapat kecenderungan tertentu dalam pengalaman atau kepuasan pelayanan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi pelayanan publik untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi prinsip kesetaraan dan tidak menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan gender.  Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel V.1
Identitas  Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis
kelamin
	Responden
	Jumlah
(Orang)
	Persentase
(%)

	
	
	Pegawai
(Orang)
	TKPK
(Orang)
	Masyarakat
(Orang)
	
	

	1
	Laki-laki
	8
	2
	21
	31
	48,44%

	2
	Perempuan
	4
	1
	28
	33
	51,56%

	Jumlah
	12
	3
	49
	64
	100%


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
	Berdasarkan Tabel V.1 di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden penelitian yang bedasarkan jenis kelamin laki- laki berjumlah 31 orang (48,44%), sedangkan perempuan berjumlah 33 orang (51,56%). Hal ini menunjukkan bahwa responden perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki.
2. Identitas  Responden Berdasarkan Tingkat Umur
	Tingkat umur responden merupakan informasi penting yang menggambarkan rentang usia dari individu yang terlibat dalam penelitian. Dengan mengetahui kelompok usia responden, penulis dapat mengidentifikasi pandangan atau pengalaman yang mungkin berbeda berdasarkan fase kehidupan, karena usia dapat memengaruhi harapan, pemahaman, serta tingkat kepuasan dalam menerima suatu pelayanan. Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel V.2
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur
	No
	Tingkat umur
	Responden
	Jumlah
(Orang)
	Persentase
(%)

	
	
	Pegawai
(Orang)
	TKPK
(Orang)
	Masyarakat
(Orang)
	
	

	1
	15-24 
	-
	-
	23
	23
	35,94%

	2
	25-34
	1
	2
	10
	13
	20,31%

	3
	35-44
	7
	-
	14
	21
	32,81%

	4
	45-55
	4
	1
	2
	7
	10,94%

	jumlah 
	12
	3
	49
	64
	100%


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
	Dari Tabel V.2 di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat umur responden, dapat diketahui bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia 15 sampai dengan 24 tahun, yaitu sebanyak 23 orang atau 35,94% dari total keseluruhan. Kelompok usia terbanyak berikutnya adalah 35 sampai dengan 44 tahun sebanyak 21 orang atau 32,81%, diikuti oleh kelompok usia 25 sampai dengan 34 tahun sebanyak 13 orang atau 20,31%. Sementara itu, kelompok usia yang paling sedikit adalah 45 sampai dengan 55 tahun dengan jumlah 7 orang atau sebesar 10,94%. 
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	Tingkat pendidikan responden menjelaskan latar belakang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh masing-masing individu. Data ini penting karena tingkat pendidikan dapat memengaruhi cara responden memahami prosedur pelayanan, memberikan penilaian terhadap kualitas layanan, serta menyampaikan pendapat atau keluhan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, biasanya semakin kritis pula responden dalam menilai kualitas pelayanan publik. Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.3
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Pendidikan
	Responden
	Jumlah
(Orang)
	Persentase
(%)

	
	
	Pegawai
(Orang)
	TKPK
(Orang)
	Masyarakat
(Orang)
	
	

	1
	SMP/MTS
	-
	-
	--
	-
	-

	2
	SMA/MA/SMK
	4
	3
	33
	40
	62,50%

	3
	Diploma
	-
	-
	7
	7
	10,94%

	4
	Sarjana
	8
	-
	9
	17
	26,56%

	jumlah 
	12
	3
	49
	64
	100%


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
	Dari Tabel V.3 di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan mayoritas responden dalam penelitian ini berasal dari lulusan SMA/MA/SMK, yaitu sebanyak 40 orang atau 62,50% dari total 64 responden. Selanjutnya, responden yang berpendidikan Sarjana berjumlah 17 orang (26,56%), dan lulusan Diploma sebanyak 7 orang (10,94%). Tidak terdapat responden dengan tingkat pendidikan SMP/MTS. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan menengah atas, yang memungkinkan mereka memahami prosedur pengurusan STNK dengan baik serta memberikan penilaian yang objektif terhadap kualitas pelayanan.
B. Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan STNK Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
	Kualitas pelayanan dalam pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan cerminan dari sejauh mana instansi pelayanan publik, khususnya pada SAMSAT, mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, ramah, dan sesuai prosedur kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas ditandai dengan kemudahan proses, kejelasan informasi, ketepatan waktu penyelesaian, serta sikap profesional petugas dalam melayani. Dalam konteks pengurusan STNK, kualitas pelayanan sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan kepercayaan terhadap kinerja lembaga pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas agar masyarakat merasa dilayani dengan adil, efisien, dan transparan.
	Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah wadah pelayanan yang dibentuk oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor, seperti pembayaran pajak kendaraan, penerbitan STNK, dan pengesahannya. Layanan ini dijalankan melalui kerja sama antara tiga instansi, yaitu Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja yang beroperasi dalam satu lokasi. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mengurus keperluan yang berkaitan dengan kendaraannya. Kehadiran SAMSAT memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan secara langsung dan menyeluruh dalam satu proses yang terkoordinasi. Selain itu, keberadaan SAMSAT juga mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat serta membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor.
	Penulis akan menganalisis data hasil  penelitian di lapangan yang diperoleh melalui observasi,wawancara, dan penyebaran angket kepadad responden yyang berkaitan dengan pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai. Seluruh data tersebut akan diolah berdasarkan pada variabel yang berhubungan dengan kualitas pelayanan.
	Pelayanan dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pihak SAMSAT terus berupaya  memperbaiki sistem dan kinerja pelayanan agar dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan harapan masyarakat dan standar pelayanan yang berlaku.
	Sehubung dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan STNK Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT ) Kota Dumai yang dalam penelitian ini dapat  dilihat dari 5 indikator yakni: Responsiveness (Tanggapan), Reliability (Keandalan), Assurance (Jaminan), dan Empathy (Perhatian), Tangibles ( Tampilan Fisik). Kelima indikator tersebut kemudian dijabarkan menjadi 15 sub indikator ini bertujuan untuk memperjelas setiap aspek pelayanan sehingga memudahkan dalam menganalisis kualitas pelayanan pengurusan STNK secara lebih terperinci dan terukur yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Responsiveness (Tanggapan)
	Responsiveness (Tanggapan) merupakan salah satu dimensi penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Istilah ini merujuk pada kesediaan dan kemampuan penyedia layanan, seperti instansi pemerintah atau lembaga pelayanan, untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat serta tanggap terhadap permintaan, pertanyaan, maupun keluhan masyarakat. Responsiveness mencerminkan sejauh mana pegawai atau petugas layanan bersedia memberikan perhatian dan solusi terhadap kebutuhan masyarakat secara sigap dan ramah.
	Tingkat responsivitas yang baik ditunjukkan melalui kecepatan petugas dalam memberikan informasi, kesiapan dalam menyelesaikan masalah pelanggan, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi yang mendesak. Pelayanan yang responsif akan menciptakan kepercayaan masyarakat karena mereka merasa didengar, diperhatikan, dan dihargai. Selain itu, tanggapan yang cepat dan akurat juga dapat mempercepat proses pelayanan serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau keluhan berulang dari masyarakat.
	Sebaliknya, rendahnya tingkat responsiveness dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, yang merasa diabaikan atau dipersulit dalam mendapatkan layanan. Hal ini dapat merusak citra instansi pelayanan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi setiap lembaga pelayanan publik untuk terus meningkatkan kompetensi pegawainya dalam hal komunikasi, empati, dan kecepatan merespons, agar pelayanan yang diberikan benar-benar mencerminkan prinsip pelayanan prima.
	Dalam penelitian ini, responsiveness (tanggapan) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai. Responsiveness mencerminkan sejauh mana petugas SAMSAT mampu memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, dan sigap terhadap kebutuhan serta pertanyaan dari masyarakat. Dalam konteks ini, tanggapan yang diberikan petugas sangat memengaruhi kepuasan wajib pajak, terutama dalam hal memberikan informasi, membantu proses administrasi, maupun menangani keluhan secara langsung. untuk melihat indikator responsiveness (tanggapan) dalam kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya pegawai yang merespon masyarakat dengan cepat dalam pengurusan STNK. Hal ini dapat dilihat dari upaya pegawai pada SAMSAT Kota Dumai yang secara aktif dan cepat merespon kebutuhan masyarakat dalam pengurusan STNK. Responsivitas tersebut tampak dari tersedianya informasi pelayanan yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti akun media sosial resmi, papan informasi di area pelayanan, serta pelayanan langsung melalui loket informasi. Selain itu, petugas juga sigap memberikan penjelasan dan arahan kepada masyarakat yang mengalami kendala dalam proses administrasi, sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami prosedur dan dokumen yang dibutuhkan. Upaya ini mencerminkan keseriusan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap terhadap setiap permintaan atau pertanyaan dari masyarakat.
b. Adanya pegawai yang cepat tanggap dalam keluhan masyarakat dalam pengurusan STNK. Hal ini dapat dilihat dari adanya pegawai SAMSAT Kota Dumai yang cepat tanggap dalam merespons keluhan masyarakat selama proses pengurusan STNK. Tanggapan cepat tersebut ditunjukkan melalui pelayanan langsung di loket pengaduan maupun melalui media komunikasi lain yang tersedia, seperti layanan informasi di tempat dan nomor layanan pengaduan. Pegawai tidak hanya mendengarkan setiap keluhan, tetapi juga segera memberikan solusi atau tindakan yang diperlukan agar permasalahan masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat. Sikap ini mencerminkan komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
c. Adanya pegawai memberikan informasi secara tertulis kepada masyarakat yang kurang memahami terhadap penjelasan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari inisiatif pegawai SAMSAT Kota Dumai yang memberikan informasi secara tertulis kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang memahami penjelasan secara lisan terkait proses pengurusan STNK. Pemberian informasi tertulis ini dilakukan melalui selebaran, brosur, atau formulir panduan yang memuat langkah-langkah pengurusan secara rinci. Tindakan ini membantu masyarakat agar tidak mengalami kebingungan saat mengurus dokumen, serta menunjukkan kepedulian pegawai dalam memastikan setiap layanan dapat dipahami secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Kota Dumai terhadap tiga sub indikator Responsiveness (Tanggapan) dapat dilihat dari tabel V.4 berikut:
Tabel V.4
Tanggapan Responden Mengenai
 Responsiveness (Tanggapan) dalam pengurusan STNK
	No
	sub Indikator
	F/S
	Kriteria Indikator
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya pegawai yang merespon masyarakat dengan cepat dalam pengurusan STNK
	Frek
	26
	37
	1
	64

	
	
	Skor
	78
	74
	1
	153

	2
	Adanya pegawai yang cepat tanggap dalam keluhan masyarakat dalam pengurusan STNK
	Frek
	26
	36
	2
	64

	
	
	Skor
	78
	72
	2
	152

	3
	Adanya pegawai memberikan informasi secara tertulis kepada masyarakat yang kurang memahami terhadap penjelasan yang diberikan
	Frek
	29
	35
	0
	64

	
	
	Skor
	87
	70
	0
	157

	Total
	Frek
	81
	108
	3
	192

	
	Skor
	243
	216
	3
	462


Sumber Data: Hasil Olahan Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.4  di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap responsiveness (tanggapan) dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai dinilai baik, menunjukkan bahwa terlihat dari tiga sub indikator yang diukur. Pada aspek kecepatan merespon masyarakat, diperoleh total skor 153, sementara ketanggapan terhadap keluhan masyarakat meraih skor 152, dan pemberian informasi tertulis kepada masyarakat yang kurang memahami penjelasan lisan menjadi sub indikator dengan skor tertinggi yaitu 157. Secara keseluruhan, total skor yang dicapai adalah 462, dengan penilaian Baik sebanyak 81 responden, Cukup Baik 108 responden, dan Tidak Baik hanya 3 responden, yang menunjukkan bahwa pegawai cukup responsif, khususnya dalam memberikan informasi tertulis, meskipun kecepatan respon dan ketanggapan terhadap keluhan masih dapat ditingkatkan.
Untuk lebih jelasnya dari tanggapan responden mengenai indikator responsiveness (tanggapan) dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai dapat dilihat melalui garis kontinum dibawah ini:
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Berdasarkan kontinum di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator responsiveness (tanggapan) dalam kualitas pelayanan pengurusan STNK dikategorikan Baik dengan total skor 462 dengan persentase 79,93% yang berada pada interval 450-578.
2. Reliability (Keandalan) 
	Reliability (keandalan) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan publik. Keandalan mencerminkan sejauh mana penyedia layanan mampu memberikan pelayanan secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai prosedur tanpa adanya kesalahan. Sebuah layanan dapat disebut andal apabila mampu diselesaikan dengan benar sejak awal, sesuai janji atau komitmen, tanpa memerlukan perbaikan atau pengulangan. Keandalan juga menegaskan bahwa setiap proses pelayanan dilaksanakan berdasarkan standar operasional yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi landasan penting dalam membangun rasa percaya masyarakat, karena mereka merasa mendapatkan pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan harapan.
	Selain itu, keandalan juga berperan besar dalam meningkatkan citra positif sebuah instansi publik. Apabila pegawai mampu menjalankan tugasnya dengan konsisten, meminimalkan kesalahan, dan memberikan hasil yang sesuai ketentuan, masyarakat akan menilai instansi tersebut sebagai lembaga yang kompeten dan bertanggung jawab. Keandalan yang terjaga secara berkelanjutan akan menciptakan hubungan yang harmonis antara instansi dan masyarakat, mendorong partisipasi publik yang lebih aktif, serta memperkuat legitimasi instansi sebagai penyelenggara pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
	Dalam penelitian ini, reliability menjadi tolok ukur penting untuk menilai kualitas pelayanan pengurusan STNK di SAMSAT Kota Dumai. Keandalan petugas tercermin dari kemampuannya menyelesaikan proses administrasi secara akurat, memberikan hasil sesuai ketentuan, serta menjaga komitmen pelayanan publik tanpa hambatan berarti. Kemampuan petugas dalam memberikan informasi yang jelas, memahami kebutuhan masyarakat, serta memastikan kelancaran prosedur menjadi faktor yang memperkuat penilaian positif masyarakat. Dengan tingkat keandalan yang baik, SAMSAT Kota Dumai tidak hanya meningkatkan kepuasan wajib pajak, tetapi juga memperkokoh kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. untuk melihat indikator reliability (keandalan) dalam kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya SOP dan mekanisme pelayanan yang sudah terlampirkan. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mekanisme pelayanan yang telah dipasang dan ditampilkan secara terbuka di area pelayanan SAMSAT Kota Dumai. Dengan adanya SOP yang terlampir tersebut, masyarakat dapat mengetahui alur pengurusan STNK secara jelas dan transparan, mulai dari syarat yang harus dipenuhi hingga tahapan yang harus dilalui. Keberadaan SOP ini juga menjadi acuan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan yang sesuai aturan dan terhindar dari kesalahan prosedur.
b. Adanya kemampuan pegawai menjelaskan kembali prosedur pelayanan serta syarat-syarat kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari kemampuan pegawai dalam menjelaskan ulang setiap prosedur dan syarat-syarat pengurusan STNK kepada masyarakat yang masih bingung atau belum memahami alur pelayanan. Pegawai mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan latar belakang pemohon, sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengajuan dokumen. Kemampuan komunikasi ini menjadi salah satu bentuk pelayanan yang informatif dan membantu masyarakat merasa lebih terbantu selama proses pengurusan berlangsung.
c. Adanya kemampuan pegawai dalam mencatat, menghitung, dan melakukan validasi dalam pelayanan. Hal ini tercermin dari ketelitian pegawai dalam mencatat data pemohon, menghitung jumlah biaya yang harus dibayarkan, serta melakukan validasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan. Pegawai menunjukkan kemampuan administratif yang baik dalam memastikan setiap data yang masuk sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Kemampuan ini penting untuk menjaga akurasi pelayanan .
Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Kota Dumai terhadap tiga sub indikator Reliability (Keandalan) dapat dilihat dari tabel V.5 berikut:
Tabel V.5
Tanggapan Responden Mengenai
 Reliability (Keandalan) dalam pengurusan STNK
	No
	Sub Indikator
	F/S
	Kriteria Indikator
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya SOP dan mekanisme pelayanan yang sudah terlampirkan
	Frek
	31
	31
	2
	64

	
	
	Skor
	93
	62
	2
	157

	2
	Adanya kemampuan pegawai menjelaskan kembali prosedur pelayanan serta syarat-syarat kepada masyarakat
	Frek
	30
	33
	1
	64

	
	
	Skor
	90
	66
	1
	157

	3
	Adanya kemampuan pegawai dalam menacatat, menghitung, dan melakukan validasi dalam pelayanan
	Frek
	30
	34
	0
	64

	
	
	Skor
	90
	68
	0
	158

	Total
	Frek
	91
	98
	3
	192

	
	Skor
	273
	196
	3
	472


Sumber Data: Hasil Olahan Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.5, dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap kemampuan pegawai SAMSAT Kota Dumai dalam memberikan pelayanan tergolong baik yang ditunjukkan melalui tiga sub indikator penilaian. Pada aspek ketersediaan SOP dan mekanisme pelayanan, diperoleh skor 157, sama dengan skor pada kemampuan pegawai menjelaskan kembali prosedur dan syarat pelayanan. Sementara itu, kemampuan mencatat, menghitung, dan melakukan validasi menjadi sub indikator dengan skor tertinggi, yaitu 158. Secara keseluruhan, total skor yang diperoleh adalah 472, dengan 91 responden memberikan penilaian Baik, 98 responden menilai Cukup Baik, dan hanya 3 responden menilai Tidak Baik. Temuan ini menunjukkan bahwa keandalan pegawai tergolong baik, terutama pada aspek teknis pencatatan dan validasi, meskipun peningkatan masih diperlukan dalam penyampaian SOP dan penjelasan prosedur pelayanan agar lebih optimal.
Untuk lebih jelasnya dari tanggapan responden mengenai indikator Reliability (Keandalan) dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai dapat dilihat melalui garis kontinum dibawah ini:
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Berdasarkan kontinum di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator Reliability (Keandalan) dalam kualitas pelayanan pengurusan STNK dikategorikan Baik dengan total skor 472 dengan persentase 81,66% yang berada pada interval 450-578.
3. Assurance (Jaminan) 
Assurance (Jaminan) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik karena mencerminkan sejauh mana petugas atau pegawai mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan kepercayaan kepada masyarakat dalam proses pelayanan. Jaminan ini tidak hanya menyangkut kepastian hukum atau prosedural, tetapi juga menyentuh aspek sikap petugas seperti kesopanan, keramahan, dan kemampuan dalam menyampaikan informasi secara tepat dan jelas. Dalam pelayanan pengurusan STNK, assurance tercermin dari adanya kepastian waktu penyelesaian, kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan ketentuan yang berlaku, serta sikap pegawai yang profesional dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas.
Selain itu, assurance juga berarti memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses yang dijalani berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan. Ketika masyarakat merasa yakin bahwa pelayanan yang diberikan bebas dari pungutan liar, transparan, serta mendapatkan perlakuan yang adil dan ramah, maka tingkat kepuasan terhadap layanan tersebut akan meningkat. Oleh karena itu, petugas pelayanan harus mampu membangun kepercayaan dengan cara menunjukkan kompetensi kerja, menjaga integritas, serta memberikan kepastian layanan yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan.
	Dalam penelitian ini, Assurance (jaminan) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai. Assurance mencerminkan sejauh mana petugas SAMSAT mampu memberikan rasa aman, kepercayaan, dan kepastian kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam konteks ini, jaminan pelayanan mencakup sikap profesional petugas, kemampuan mereka dalam memberikan informasi secara jelas, sikap ramah dan sopan kepada masyarakat, serta kepastian dalam setiap prosedur yang dijalankan. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan akan meningkat apabila petugas menunjukkan kompetensi, bersikap jujur, serta mampu menangani proses pengurusan STNK secara transparan dan tanpa diskriminasi. untuk melihat indikator Assurance (jaminan) dalam kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya ketepatan waktu dalam pengurusan STNK. Hal ini dapat dilihat dari proses pelayanan pengurusan STNK Pada SAMSAT Kota Dumai yang dilakukan sesuai dengan waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama karena setiap tahapan pelayanan dilakukan secara terstruktur dan efisien. Ketepatan waktu ini menunjukkan bahwa pelayanan telah berjalan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.
b. Adanya kesesuaian biaya pengurusan STNK dengan standar yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari transparansi biaya yang diberlakukan dalam pengurusan STNK, di mana seluruh jenis biaya dicantumkan secara terbuka melalui papan informasi resmi. Masyarakat tidak dikenakan biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku. Kesesuaian ini menjadi bukti bahwa pelayanan dilakukan secara jujur dan sesuai aturan, serta menghindarkan potensi terjadinya pungutan liar dalam proses pelayanan.
c. Adanya sikap pegawai yang ramah kepada masyarakat dalam pengurusan STNK. Hal ini tercermin dari sikap pegawai yang selalu menyambut masyarakat dengan senyum, sopan santun, dan kesediaan membantu tanpa membeda-bedakan latar belakang masyarakat. Keramahan pegawai menciptakan suasana pelayanan yang nyaman dan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam setiap interaksi. Sikap ini menjadi nilai penting dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat.
Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Kota Dumai terhadap tiga sub indikator Assurance (Jaminan) dapat dilihat dari tabel V.6 berikut:
Tabel V.6
Tanggapan Responden Mengenai
 Assurance (Jaminan) dalam pengurusan STNK
	No
	Sub Indikator
	F/S
	Kriteria Indikator
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya ketepatan waktu penyelesaian dalam pengurusan STNK
	Frek
	20
	23
	21
	64

	
	
	Skor
	60
	46
	21
	127

	2
	Adanya kesesuaian biaya pengurusan STNK dengan standar yang ditetapkan
	Frek
	22
	34
	8
	64

	
	
	Skor
	66
	68
	8
	142

	3
	Adanya sikap pegawai yang ramah kepada masyarakat dalam pengurusan STNK
	Frek
	25
	38
	1
	64

	
	
	Skor
	75
	76
	1
	152

	Total
	Frek
	67
	95
	30
	192

	
	Skor
	201
	190
	30
	421


Sumber Data: Hasil Olahan Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan tabel V.6 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden dalam pelayanan pegawai SAMSAT Kota Dumai menunjukkan hasil yang cukup baik. Sub indikator ketepatan waktu penyelesaian memperoleh skor terendah yaitu 127, mengindikasikan masih adanya keterlambatan. Kesesuaian biaya pengurusan STNK dengan standar meraih skor 142, sedangkan sikap ramah pegawai menjadi yang tertinggi dengan skor 152. Secara keseluruhan, total skor mencapai 421, dengan penilaian Baik dari 67 responden, Cukup Baik dari 95 responden, dan Tidak Baik dari 30 responden. Hasil ini mencerminkan bahwa pelayanan cukup baik, terutama dalam keramahan pegawai, namun ketepatan waktu dan kesesuaian biaya masih perlu ditingkatkan.
Untuk lebih jelasnya dari tanggapan responden mengenai indikator Assurance (Jaminan) dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai dapat dilihat melalui garis kontinum dibawah ini:
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Berdasarkan kontinum di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator Assurance (Jaminan) dalam kualitas pelayanan pengurusan STNK dikategorikan Cukup Baik dengan total skor 421 dengan persentase 72,84% yang berada pada interval 321-449.


4. Empathy (Perhatian) 
	Empathy (perhatian) adalah indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik, termasuk pada pelayanan administrasi pengurusan STNK pada SAMSAT. Indikator ini menggambarkan sejauh mana pegawai mampu menunjukkan kepedulian, perhatian, dan penghargaan terhadap kebutuhan, perasaan, serta kondisi masyarakat yang dilayani. Bentuk empati tercermin melalui sikap sopan santun, keramahan, kesediaan mendengarkan keluhan, dan pemberian penjelasan yang jelas serta mudah dipahami. Pegawai yang menunjukkan empati akan membuat masyarakat merasa dihargai, nyaman, dan mendapatkan pelayanan yang lebih manusiawi, sehingga mendorong terciptanya pengalaman pelayanan yang positif.
	Perhatian juga mencakup kemauan untuk membantu secara aktif, seperti memberikan arahan yang jelas bagi masyarakat yang belum memahami prosedur, membantu penyandang disabilitas atau lansia, dan tidak mengabaikan pertanyaan yang sederhana sekalipun. 
	Dalam penelitian ini, Empathy (perhatian)  pada pelayanan pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai tercermin dari sikap petugas yang ramah, sabar, bersedia mendengarkan, dan memahami keluhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan dengan tulus, tanpa membeda-bedakan, serta disertai penjelasan prosedur yang jelas akan memberikan dampak positif pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Lebih jauh, penerapan empati secara konsisten akan menjadi modal penting bagi SAMSAT Kota Dumai dalam mempertahankan citra positif serta meningkatkan kinerja pelayanan publik di masa mendatang. untuk melihat indikator Empathy (perhatian) dalam kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya pegawai yang mampu mengatasi permasalahan dalam pengurusan STNK. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan pegawai dalam memberikan solusi secara cepat dan tepat terhadap berbagai kendala yang dialami masyarakat selama proses pengurusan STNK, seperti ketidaksesuaian data, dokumen tidak lengkap, atau gangguan sistem. Pegawai men unjukkan sikap profesional dan terlatih dalam menghadapi situasi yang membutuhkan penyelesaian langsung, sehingga proses pelayanan tetap berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan hambatan yang berkepanjangan.
b. Adanya pegawai yang memprioritaskan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dari kesungguhan pegawai dalam memberikan pelayanan yang mengutamakan kebutuhan masyarakat, seperti memberikan informasi yang jelas, membantu proses pengisian formulir, hingga memberikan perhatian khusus bagi pemohon yang lanjut usia atau berkebutuhan khusus. Tindakan tersebut mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar berorientasi pada kepuasan dan kenyamanan masyarakat sebagai prioritas utama.
c. Adanya pelayanan terhadap masyarakat tanpa membeda-bedakan (Diskriminatif). Hal ini terlihat dari sikap pegawai yang memberikan pelayanan secara adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun status lainnya. Setiap pemohon mendapatkan hak pelayanan yang sama dan dilayani dengan sikap yang sopan serta profesional. Tidak adanya perlakuan diskriminatif dalam pelayanan menjadi salah satu bentuk nyata dari prinsip keadilan dalam pelayanan publik.
Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Kota Dumai terhadap tiga sub indikator Empathy (perhatian) dapat dilihat dari tabel V.7 berikut:
Tabel V.7
Tanggapan Responden Mengenai
Empathy (perhatian) dalam pengurusan STNK
	No
	Sub Indikator
	F/S
	Kriteria Indikator
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya pegawai yang mampu mengatasi permasalahan dalam pengurusan STNK.
	Frek
	21
	36
	7
	64

	
	
	Skor
	63
	72
	7
	142

	2
	Adanya pegawai yang memprioritaskan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan sendiri .
	Frek
	22
	41
	1
	64

	
	
	Skor
	66
	82
	1
	149

	3
	Adanya pelayanan terhadap masyarakat tanpa membeda-bedakan (Diskriminatif).
	Frek
	22
	28
	14
	64

	
	
	Skor
	66
	56
	14
	136

	Total
	Frek
	65
	105
	22
	192

	
	Skor
	195
	210
	22
	427


Sumber Data: Hasil Olahan Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.7 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pegawai SAMSAT Kota Dumai dalam pengurusan STNK dinilai cukup baik, dengan variasi hasil pada tiap sub indikator. Kemampuan mengatasi permasalahan memperoleh skor 142, memprioritaskan kepentingan masyarakat menjadi yang tertinggi dengan skor 149, sedangkan pelayanan tanpa membeda-bedakan mendapat skor terendah 136, menunjukkan masih adanya persepsi kurang merata dalam pelayanan. Total skor keseluruhan mencapai 427, dengan penilaian Baik dari 65 responden, Cukup Baik dari 105 responden, dan Tidak Baik dari 22 responden. Hasil ini mencerminkan bahwa empati pegawai sudah baik, namun peningkatan diperlukan terutama dalam memastikan pelayanan yang konsisten dan bebas diskriminasi.
Untuk lebih jelasnya dari tanggapan responden mengenai indikator Empathy (perhatian) dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai dapat dilihat melalui garis kontinum dibawah ini:
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Berdasarkan kontinum di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator Empathy (perhatian) dalam kualitas pelayanan pengurusan STNK dikategorikan Cukup Baik dengan total skor 427 dengan persentase 73,87% yang berada pada interval 321-449.
5. Tangibles (Tampilan Fisik) 
	Tangibles (Tampilan Fisik) merupakan salah satu dimensi dalam menilai kualitas pelayanan publik yang merujuk pada penampilan fisik fasilitas, perlengkapan, pegawai, dan materi komunikasi yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aspek tangibles dapat mencakup ketersediaan ruang tunggu yang nyaman, kebersihan lingkungan kantor, kelengkapan fasilitas seperti kursi, pendingin ruangan, toilet, dan petunjuk layanan yang informatif. Selain itu, tampilan pegawai yang rapi dan berseragam, serta kebersihan area pelayanan juga merupakan bagian dari penilaian indikator ini. Penilaian yang baik terhadap tampilan fisik mencerminkan keseriusan instansi dalam memberikan pelayanan yang profesional dan layak.
	Keberadaan fasilitas fisik yang memadai dan representatif tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat saat mengurus keperluan administrasi, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Masyarakat akan merasa lebih dihargai dan puas apabila berada dalam lingkungan yang tertata rapi, aman, dan terorganisir dengan baik. 
	Dalam penelitian ini, Tangibles (Tampilan Fisik) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai. Indikator ini mencerminkan sejauh mana fasilitas fisik seperti ruang tunggu yang nyaman, kebersihan lingkungan, fasilitas parkir, serta perlengkapan pelayanan lainnya mampu mendukung proses pelayanan secara optimal. Selain itu, penampilan pegawai yang rapi, berseragam, serta adanya informasi pelayanan yang jelas dan mudah dipahami juga menjadi bagian dari tampilan fisik yang dinilai. Pelayanan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang baik akan memberikan kenyamanan dan rasa percaya masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan, serta menciptakan citra profesional bagi instansi pelayanan publik. Hal ini akan berdampak positif terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. untuk melihat indikator Tangibles (Tampilan Fisik) dalam kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya ketersediaan fasilitas dalam mendukung pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya berbagai fasilitas penunjang yang mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, seperti mesin antrean elektronik, loket pelayanan yang terorganisir, papan informasi, serta sarana digital untuk pengecekan data kendaraan. Ketersediaan fasilitas ini menunjukkan bahwa SAMSAT Kota Dumai telah berupaya menciptakan sistem pelayanan yang terstruktur, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.
b. Adanya ruang tunggu yang nyaman dalam pengurusan STNK. Hal ini dapat dilihat dari, Kenyamanan masyarakat selama menunggu proses pelayanan juga menjadi perhatian, yang terlihat dari tersedianya ruang tunggu yang bersih, rapi, dan dilengkapi kursi yang memadai. Selain itu, ruangan juga dilengkapi pendingin udara, televisi informasi, dan area khusus bagi lansia maupun penyandang disabilitas. Hal ini mencerminkan bahwa aspek kenyamanan menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
c. Adanya keamanan terjamin pada tempat parkiran. Dalam hal ini Keamanan kendaraan masyarakat yang berkunjung juga diperhatikan melalui tersedianya area parkir yang tertata dan dijaga oleh petugas keamanan. Area parkir dilengkapi dengan sistem pengawasan seperti CCTV dan pengaturan keluar-masuk kendaraan yang terkontrol. Dengan adanya jaminan keamanan ini, masyarakat dapat merasa tenang saat mengurus STNK tanpa khawatir terhadap risiko kehilangan atau kerusakan kendaraan.
Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Kota Dumai terhadap tiga sub indikator Tangibles (Tampilan Fisik) dapat dilihat dari tabel V.8 berikut:

Tabel V.8
Tanggapan Responden Mengenai
Tangibles (Tampilan Fisik) dalam pengurusan STNK
	No
	Sub Indikator
	F/S
	Kriteria Indikator
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya ketersediaan fasilitas dalam mendukung pelayanan.
	Frek
	22
	34
	8
	64

	
	
	Skor
	66
	68
	8
	142

	2
	Adanya ruang tunggu yang nyaman dalam pengurusan STNK
	Frek
	29
	29
	6
	64

	
	
	Skor
	87
	58
	6
	151

	3
	Adanya keamanan terjamin pada tempat parkiran
	Frek
	25
	29
	10
	64

	
	
	Skor
	75
	58
	10
	143

	Total
	Frek
	76
	92
	24
	192

	
	Skor
	228
	184
	24
	436


Sumber Data: Hasil Olahan Lapangan, Tahun 2025
	Berdasarkan tabel V.8 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap sarana dan prasarana pada SAMSAT Kota Dumai dinilai cukup baik dengan capaian yang berbeda pada tiap sub indikator. Ketersediaan fasilitas pendukung memperoleh skor 142, ruang tunggu yang nyaman menjadi yang tertinggi dengan skor 151, sedangkan keamanan parkir mendapat skor 143. Total skor keseluruhan mencapai 436, dengan penilaian Baik dari 76 responden, Cukup Baik dari 92 responden, dan Tidak Baik dari 24 responden. Hasil ini menunjukkan bahwa sarana prasarana sudah cukup memadai, terutama pada aspek kenyamanan ruang tunggu, namun peningkatan masih diperlukan pada fasilitas pendukung dan keamanan parkir agar pelayanan lebih optimal.
	Untuk lebih jelasnya dari tanggapan responden mengenai indikator Tangibles (Tampilan Fisik) dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai dapat dilihat melalui garis kontinum dibawah ini:
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Berdasarkan kontinum di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator Tangibles (Tampilan Fisik) dalam kualitas pelayanan pengurusan STNK dikategorikan Cukup Baik dengan total skor 436 dengan persentase 75,43% yang berada pada interval 321-449.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada masing-masing indikator, diperoleh gambaran bahwa kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai memiliki variasi penilaian pada setiap aspeknya. Beberapa indikator menunjukkan kinerja yang cukup baik, sementara yang lain masih memerlukan perbaikan agar pelayanan lebih optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi dari seluruh indikator mengenai Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan STNK Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dilihat dari tabel V.9 berikut:



Tabel V.9
Rekapitulasi Seluruh Indikator Dalam
Analisis Kualitas Pelayanan Pengurusan STNK Pada
 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Dumai
	No
	Indikator
	F/S
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Responsiveness
	Frek
	81
	108
	3
	192

	
	
	Skor
	243
	216
	3
	462

	2
	Reliability
	Frek
	91
	98
	3
	192

	
	
	Skor
	273
	196
	3
	472

	3
	Assurance
	Frek
	67
	95
	30
	192

	
	
	Skor
	201
	190
	30
	421

	4
	Empathy
	Frek
	65
	105
	22
	192

	
	
	Skor
	195
	210
	22
	427

	5
	Tangibles
	Frek
	76
	92
	24
	192

	
	
	Skor
	228
	184
	24
	436

	Total
	Frek
	380
	498
	82
	960

	
	Persen
	39.58%
	51.88%
	8.54%
	100%

	
	Skor
	1140
	996
	82
	2218


Sumber Data: Hasil Olahan Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan tabel V.9 di atas dapat dilihat kualitas pelayanan pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai dinilai melalui lima indikator, yaitu Responsiveness (462), Reliability (472), Assurance (421), Empathy (427), dan Tangibles (436), dengan total skor keseluruhan sebesar 2.218. Persentase penilaian menunjukkan 39,58% responden menilai Baik, 51,88% Cukup Baik, dan 8,54% Tidak Baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat menilai pelayanan berada pada kategori Cukup Baik, di mana aspek keandalan memperoleh skor tertinggi yang mencerminkan konsistensi pelayanan sudah relatif baik, sementara indikator lain seperti ketanggapan, empati, jaminan, serta sarana prasarana juga cukup memadai namun tetap memerlukan peningkatan agar kualitas pelayanan dapat mencapai tingkat yang optimal.
	Untuk lebih jelasnya lagi rekapitulasi seluruh indikator dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai dapat dilihat melalui garis kontinum dibawah ini: 2.218
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Berdasarkan kontinum di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai dikategorikan Cukup Baik dengan total skor 2218 dengan persentase 65,52% yang berada pada interval 1.600-2.241.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dari masing-masing indikator, diperoleh gambaran bahwa kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai secara umum menunujukkan kategori Cukup Baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal serta sesuai dengan harapan masyarakat.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan STNK Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
	Setelah melakukan penelitian terhadap Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan STNK Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai adalah sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung
	Adapun faktor pendukung terhadap Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan STNK Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai adalah sebagai berikut:
a. Adanya kemampuan pegawai dalam mencatat, menghitung, dan melakukan validasi dokumen pelayanan secara tepat dan teliti. Pegawai SAMSAT Kota Dumai menunjukkan keterampilan teknis yang baik dalam menjalankan setiap prosedur administrasi, didukung oleh pemahaman yang jelas terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku. Ketelitian ini membuat proses pengurusan STNK berjalan lancar, akurat, dan minim kesalahan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
b. Adanya inisiatif pegawai dalam memberikan informasi tertulis kepada masyarakat yang kurang memahami penjelasan lisan. Pegawai menyediakan media pendukung seperti brosur, selebaran, atau dokumen tertulis yang berisi prosedur dan persyaratan pelayanan secara jelas dan mudah dipahami. Upaya ini membantu menghindari kesalahpahaman, mempercepat proses administrasi, dan mencerminkan pelayanan yang ramah, informatif, serta berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
c. Adanya kenyamanan ruang tunggu dalam pengurusan STNK tersedianya ruang tunggu yang bersih, rapi, dilengkapi kursi, pendingin udara, dan fasilitas pendukung lain membuat masyarakat merasa lebih nyaman saat menunggu proses pelayanan.
2. Faktor Penghambat
	Adapun faktor penghambat terhadap Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan STNK Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai adalah sebagai berikut:
a. Adanya keterlambatan penyelesaian pengurusan STNK yang tidak sesuai dengan standar waktu pelayanan, baik disebabkan oleh kendala teknis, gangguan sistem jaringan, maupun panjangnya antrian karena kurangnya jumlah loket aktif. Kondisi ini membuat masyarakat harus menunggu lebih lama, menurunkan kenyamanan dan kepuasan, serta memunculkan persepsi bahwa pelayanan kurang efisien. Jika dibiarkan, hal ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja SAMSAT.
b. Adanya perlakuan diskriminatif dan kurang optimalnya kemampuan sebagian pegawai dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sikap yang membedakan perlakuan atau kurang tanggap terhadap keluhan mengakibatkan proses administrasi terhambat dan menciptakan rasa ketidakadilan. Selain itu, ketidakmampuan menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat dapat memperburuk citra instansi, dan kualitas pelayanan publik.

BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
		Pada bab ini, penulis menyajikan rangkuman hasil temuan penelitian terkait permasalahan yang telah dikaji, serta mengemukakan dan memberikan saran yang berkaitan dengan temuan tersebut sebagai upaya pemecahan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian.
1. Kualitas pelayanan pengurusan STNK pada SAMSAT Kota Dumai secara keseluruhan berada pada kategori cukup baik dengan total skor 2.218, di mana indikator Reliability memperoleh nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai mampu menjalankan prosedur pelayanan secara konsisten, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari pencatatan data, perhitungan biaya, hingga validasi dokumen. Keandalan ini memberikan rasa percaya dan kepuasan kepada masyarakat, serta menjadi kekuatan utama yang mendukung kelancaran proses administrasi meskipun terdapat kendala teknis di lapangan.
2. Faktor pendukung yang memperkuat kualitas pelayanan adalah kemampuan pegawai dalam menjalankan prosedur pelayanan secara akurat dan konsisten, serta respon cepat dalam memberikan informasi, baik secara lisan maupun tertulis, kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, faktor penghambat yang masih ditemui meliputi keterlambatan penyelesaian layanan, keterbatasan fasilitas penunjang seperti ruang tunggu dan area parkir yang kurang memadai, serta adanya persepsi pelayanan diskriminatif dari sebagian masyarakat. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepuasan publik sehingga diperlukan perbaikan berkelanjutan untuk menciptakan pelayanan yang lebih optimal, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat.
B. Saran
		Saran-saran yang penulis dapat berikan sesuai dengan Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan STNK Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
1. Kepada kepala UPT untuk peningkatan Kecepatan dan Efisiensi pelayanan SAMSAT Kota Dumai perlu memastikan proses penyelesaian pengurusan STNK berjalan sesuai standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Upaya ini dapat dilakukan melalui optimalisasi sistem jaringan komputer, penataan alur pelayanan yang lebih sederhana, serta penambahan jumlah petugas pada jam pelayanan padat. Dengan langkah tersebut, diharapkan tidak terjadi lagi penundaan layanan dan kepuasan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
2. Kepada kepala UPT untuk penguatan Kompetensi dan Etika Pegawai diperlukan pelatihan rutin bagi pegawai mengenai keterampilan teknis, komunikasi publik, serta penerapan prinsip pelayanan non-diskriminatif. Pimpinan juga perlu menekankan pentingnya sikap ramah, cepat tanggap, dan adil kepada semua masyarakat. Dengan peningkatan ini, diharapkan tidak ada lagi persepsi diskriminatif dan pegawai lebih siap dalam menyelesaikan setiap permasalahan masyarakat secara profesional.
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